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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Transportasi atau pengangkutan dewasa ini semakin dibutuhkan oleh 

banyak pihak, baik itu penganghtan darat, laut mauplm ndara. Karena sarana 

pengangkutan inilah yang lnelayani lnasyarakat dalam lnengangkut dan 

memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, baik dalam 

lingkup lokal, regional, nasional, maupun intemasional. Di samping itu 

penganghtan merupakan salah satti sarana dalam menunjang kehidupan 

bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, men unj ang pertum bullan 

ekonomi, dan membantu dalam usaha pernerataan dan penyebaran 

pembangunan. 

Selanjutnya apabila dihubungkan dengan keadaan geografis ilegara 

Indonesia ymg terdiri dari bmyak pulau yang masing-masing dibatasi oleh 

lautan, maka masalah transportasi atau pengangkutan ini men~pakan unsur 

yang sangat vital untuk menghubungkan antara Daerah yang satu dengan yang 

lainnya. Demikian juga pada masa sekarang ini pemerintah Indonesia sedang 

baupaya untuk menggalakkan sektor pariwisata dan perdagangan. Pada sehqor 

pariwisata dan perdagangan ini sarana transportasi juga memegang peranan 

yang sangat penting dan menentukan. 

Pengangkutan udara merilpakan salah satu bentuk pengangkuttan, di 

lnana dalam pengangkutan ini pesawat terbang digunakan sebagai alat 



angkutannya. Pengangkutan dengan pesawat udara dapat dijadikan pilihan 

yang tepat dalam pengangkutan penurnpang dan barang (kargo) disebabkan 

oleh beberapa alasan, mengingat keadaan geografis wilayah negara Indonesia 

yang terdiri dari banyak pulau. Nasan orang atau pihak tertentu memilih 

pengangkutan udara disamping dirasa lebih praktis, yaitu perjalanan dapat 

ditempuh dengan waktu yang singkat, juga dapat memberikan kenyamanan 

dibandingkan dengan sarana transportasi lainnya. 

Berkembangnya industri angkutan udara baik internasional maupun 

nasional dewasa ini tidak lepas kaitannya dengan kemajuan teknologi 

penerbangan. Kemajuan teknologi modem telah banyak membawa perubahan 
I 

dalam pengangkutan udara.' 

Pada awal pertumbuhannya, wahana pengangkutan udara masih 

menggunakan pesawat-pesawat udara berbadan sempit, seperti jenis DC2 

Hiver, F2 dan F3 yang kapasitas atau daya wkutnya masih sangat terbatas. 

Demikian juga dalm ha1 kecepatannya masih relatif lebih lama dibanding 

sekarang ini, misalny a penerbangan komersial perdana dari Bandar Udara 

Schiphol Amsterdam ke Batavia memakan waktu 15 h ~ i . ~  Namun demikian, 

jangka waktu tersebut sudah sangat cepat pada zaman itu. 

Kemudian seiring dengan perkernbangar teknologi modem, dapat 

diproduksi pesawat udara berbadan lebar dengan kapasitas atau daya angkut 

yang makin besar dan selanjutnya juga mulai diproduksi mesin-mesin pesawat 

udara yang makin canggih, seperti mesin jet. 
- - 

' Ridwan Khairandy, h f ( x / ~ l  Kulioh Hukrrm Pen,qon,qkuton, hlm. 1 
K. Martono, 1087, Ht.tkum ZIdara, Angkuran (lhrcl '/an Hukum Angknsn, Alumni, 

Bandung, hlrn.5 



Dibandingkan dengan bentuk atau jenis pengangkutan lainnya, moda 

anbutan udara mempurlyai kelebihan dalam ha1 kecepatannya yang tinggi dan 

dapat digunakan secara lebih fleksibel.bengan karakteristik yang demikian, 

maka pengangkutan udara merupakan pilihan yang paling tepat dalarn dunia 

modem yang rnen~ntut segala sesuatu serba cepat dan efisien." 

Narnun demikian, secanggih apapun teknologi pesawat udara dan 

didukung kemajuan teknologi instalasi penunjang angkutan udara, seperti 

bandar udara, telekomunikasi penerbangan dan instalasi lainnya, tidak akan 

rnenghilangkan risiko terjadiny a kecelakaan pesawat udara. Hal tersebut dapat 

tetjadi karena faktor penyebab kecelakaan pesawat udara antara 60% - 80% 

berasal dari kesalahan manusia (Human ~ r r o r ) . *  Baru kernudian diikuti oleh 

faktor cuaca, dan Actor teknis. 

Walaupun j u ~ l a h  kecelakaan dalam pengangkutan udara relatif lebih 

kecil dibandingkan dengan pengangkutan darat, namun dalarn kecelakaan 

pesawat udara, terutama yang bersifat fatal, akan ~nenimbulkan kerugian yang 

begitu besar. Kerugian tersebut dapat berupa tewasnya penumpang dan 

kerugian material lainnya, seperti kerusakan pesawat udara itu sendiri dm 

kerugian terhadap barang kargo. 

Terl~adap setiap kecelakaan pesawat i~dara yang menbnbulkan 

ken~gian pada pihak penumpang dan pernilik kargo t aebu t  akan melalurkan 

' Muchfaruddin Suegar, 198 1 ,  Heherop Mnsololz Ekonorni don 12.fnmgement 
I-'engaqqkutcm, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi U1, Jakarta hlm.5 

9. Sai fullah Wiradipradja, 1 989, Ihnggilng .Jczwuh Pengunghr dalum Hi~kum 
I-'engan&tran U h a  Infemasional dan Indonesia, Liberty, Yog)lal;arta, h1m.v 

E. Stherman, 1983, Hrikum 7 J h  l~ ldonc~in  don lnterna.vionul, Alumni, Bandung, 
hlm. 157 



tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang d m  pemilik kargo. Adapun 

tanggang jawab pengangkut udara dalam pengangkutan udara intenlasional 

selama ini di atur dalarn :G 

1. <,'onvention for /he zinzJicatzon yf'cerfain rules relating to international 

curriage by air (Wursw Convention atau Konvensi Warsawa 1929); 

2. Protokol to Amend the convention .for /he zln(ficaiion of' certain niles 

relating to international carriage by air (The Hague Protokol atau 

Protokol Den Haag 1955); dan 

3. Beberapa ugreement lainnya, sepertj Montreal Agreement 1966 dan 

London Agreement 1974. 

Walaupun Konvensi Warsawa tersebut pada dasarnya menlpakan 

ketentuan hukum yang mengatur pengangkutan udara internasional, akan 

tetapi ketentuan tersebut. banyak diterapkan atau mempengaruhi l~ukum 

angkutan udara nasional. Sedangkan untuk pengangkutan udara domestik, 

tanggung jawab pengangkut udara masih didasarkan pada Ordonansi 

Pengangkutan Udara Tahun 1939 (OPU) Haats Gladd Nomor 100 tahun 1939 

dan Undang-Undang Nolnor 1 5 tahun 1992 tentang penerbangan. 

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 tahtm 1992 menents~kan bahwa 

pen~sahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara negara 

bertanggung jawab atas : 

1. Kematian atau Iukanya penlunpang yang diangkut; 

2. Musnah, hilang atau rusak-ya barang yang diangkut; 



3. Keterlambatan angkutan pmumpang danlatau barang yang diangkut 

apabila terbukti ha1 tersebut ~nen~pakail kesalahan pengangkut. 

Namun demikian dalam pelaksanaannya, tanggungjawab pengangkut 

kadang-kadang ditemukan beberapa masalah, yaitu antara lain tentang jumlah 

ganti rugi ymg tidak sesuai dengan ken~gian yang benar-benar diderita oleh 

pemilik barang (kargo), kemudian masalah pelaksanaan pemberian ganti rugi 

yang membutuhkan waktu yang lama karena hams ada penghitungan oleh 

pihak pengangkut, dan adanya kekhawatiran dari pihak pemillk barang (kargo) 

karena adanya kemungkinan bayi pengangkut untuk membebaskan dirinya 

dari tangguilgjawab terhadap barang kiriman (kargo) padahal pemilik barang 

jelas telah menderita kerugian. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang inasalah yang telah di~uaikan di atas, maka 

pernasalahan yang timbul adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pengangkut terhadap keselamatan 

barang (kargo) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 19929 

2. Bagaimana cara penentuan ganti nigi yang dapat dipelillara oleh 

pengangkut kepada pemilik barang (kargo)? 
- 

3. Hal-hal apakah yang dapat membebaskan pengangkut dari tanggung jawab 

terhadap barang (kkgo)? 



C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan tanggung jawab pengangkut 

terhadap keselamatan barang (kargo) berdasarkan Undang-Undang Nomor 

1 5 Tahun 1992. 

2. Untuk inengetahui cara penentuan ganti rugi yang dapat diberikan oleh 

penganght kepada pemilik bxang (kargo). 

3.  Unnk mengetallui tentang hal-l~al yang dapat inembebaskan pengangkut 

dari tanggung jawab terhadap barang (kargo). 

D. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah : 

2 .  Memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis terhadap pengembangan 

ilmu hukum dalarn bidang huktlm pengangkutan pada um11mnya dan . 

lukurn pengangkutan ildara pada khususilya; 

2. Memberikm sumbangan pemikiran kepada para pelaku usaha 

pengangkutan udara dan kepada para calon pengguna jasa angkutan udara, 

sehingga mereka mengerti akan hak dan kewajibannya masing-masing. 

3. Dapat digunakan sebagai titik tolak intuk melakukan penelitiail sejenis 

secara lebih mendalam dan dalarn lingkip yang lebil~ luas; 

E. Tinjauan Pustaka 

Pengangkutan dapat diartikan sebagai peinindahan barar~g d m  manusia 

dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam ha1 ini terkait unsiir-unsur 

pengangkutan sebagai berikut : 



a. ada sesuatn yang dianght ; 

b. tersedianya kendaraan sebagai alat angkutnya; dan 

c. ada tempat yang dapat dilalui alat angkirtan. 

Proses pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari 

mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan di mana angkutan itu 

dial~hiri.~ Adapun yang menjadi fimgsi pengangkutan itu adalah memindahkan 

barang atau orang dari sat11 tempat ke tempat lain dengan maksud ~ m h k  

meningkatkan daya guna dan nilai.' 

Pengangkutan dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi di 

tempat tujuan daripada di tempat asalnya. Oleh karena itu, pengangkutan 

dikatakan memberi nilai kepada barang diangkut. Nilai itu akan lebih besar 

dari biaya yang dlkeluarkan. Nilai yang diberikan berupa nilai tempat (place 

utilily) dan nilai waktu (time zitility). Kedua nilai tersebid diperoleh jika 

barang yang diangkut ke tempat di mana nilainya lebih tinggi d m  dapat , 

diinanfaatkan tepat pada waktumya. Dengan demikian pengangkutan 

memberikan jasa kepada masyarakat yang disebut jasa angkutan.' 

Dari segi hukunl, khi~susnya hukunl perjanjian, pei~gangkitan 

merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim barang 

atau penurnpang di mana pihak pengangkut mengkatkan dirinya umtuk 

menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang ke suatu tempat tujuan 

7 Muchtaruddin Siregar. Heheropr? Mc7.soloJ7 b;ko17omi don Mnliqjerne~? Pengo/7gkrrton. 
Lembaga Penerbitan FE U1, Jakarta, 198 1 .  hl m. 5 

8 HMN. Punvosutjipto, Petz~errinn l'okok Hukum Dogang Indo~zesia. ./ifid 3, Djambatan, 
Jabrta, 198 1, hlm. 1 

9 Muchataruddin Siregar, Olp.cit.., hlrn.6 



tertentu, dan pihak pengirim barang atau penumpang mengikatkan dirinya 

pula untuk membayar ongkos angkutannya." 

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tidak terdapat definisi 

yang jelas tentang pengangkut. Hanya saja dalarn undang-undang tersebut 

ditentukan bahwa kegiatan angkutan udara niaga yang melayani angkutan di 

dalam atau ke luar negen hanya dapat diusahakan oleh badan hukum 

Indonesia yang telah mendapat ijirl (Pasal36 ayat (1 ). 

Bilamana pengangkut ingin menggunakan keuntungan-keuntungan 

yang terdapat dalam Konvensi Warsawa maupun Ordonansi Pengangkutan 

~dara," kedua ketentuan tersebut mengharuskan adanya suatu perjanjian 

pengangkutan (contract of carriage) antara pihak pengangkit dan pihak 

pen~unpang/pengirim barang.12 Perj anjian pengangkutan udara merupakan 

suatu perjanjian antara pihak penganghlt dan pihak penumpang atau pengirim 

barang dimana pihak pengangkt malgikatkan dirinya untuk melaksanakan 

pengangkt~tan ke tempat tujuan tertentu, dan pihak penumpang atau pengirim 

barang mengikatkan dirinya pula membayar ongkos angkutan udara tersebut. 

Dalam pengangkutan (udara) penlunpang melibatkan d~la pihak, yaitu 

pengangkut dan penumpang. Baik Konvensi Warsawa beserta protokolnya 

maupun Ordonasi Pengangkutan Udara tidak memberikan batasan 

pengangkutan. Oleh karma itu, pengangkut dapat diartikan sebagai orang 

1 0  H.M.N. Pun\~osutjipto, L w .  C,'it. 
" Antara lain berkenaan dengan ketentuan pembatasan tanggung jawab pengangk-t 

(limitation of liability) yang pada d a s x q a  merupdan limit dalarn pembqarm santunan yang 
dapat dibqarkan, dan ketentuan pembebasan tmggmg jalvab. 

12 Mieke Komar Kantmtmad,ia op.cif.. hlm 8. lihat juga H. Drion. Limi/ntion of 
1,iahifities in Internntiomf A i r h ~ ,  Martinus Nijhoff, Den Haag 1945, hlm.54 



yang mengadakan perjanjian pengangkutan (principal), atau dapat juga 

diartikan sebagai orang yang sesutlgglhnya melaksanakan pengangkutan, 

terlepas dari apakah dia yang mengadakan perjanjian atau bukan. '" 
Kemudian dengan adanya Konvensi Guadalajara 1961 ,I4 

kdidakpastian definisi pengangkut tersebut dapat diatasi. Dalam konvensi ini 

diintrodusir istilah contructing currier dan Acttial Currier. Menurut pasal 1 

huruf b Konvensi Guadalajara 1961, contracting carrier adalah : 

"a person who as a principal tnakes anak agreement for carriage 
governed by the Warsaw Cornention with a passenger or consignor or 
with a person acting on hehaff ofthe passenger or co/zsignc~r" 

Sedangkm actual cam'er menurut Pasal 1 huruf c Konvensi Guadalajara tahun 

"a person other than the contracting carrier, who by virtue of 
authority from the contracting carrier, pelJformed the whole or part of 
the carriage contemplated in paragraph b) ht~t  who is not wifh respect 
to such part a succe.ssive carrier within the meaning of the Warsaw 
Convention. Such authority is pre.czimed in the absence ofproof to the 
contra y ". 

Sebagaimana halnya definisi pengangkut, definisi penumpang juga 

tidak dijumpai baik dalarn Konvensi Warsawa maupun Ordonansi 

Pengangkutan Udara. Namun demikian, terutama dalam penerbangan 

berjadwal penumpang dapat diartikan sebagai orang yang diangkut dengan 

13 Saefullah Wiradipradja, Tilljolron Sii?gknf nras Rerhngni Perjoi?jjnil I)l/enlosionnl di 
hidong Hulnrm IJdrrm. Lisan, Bandung, 1990, hlrn 5 

'"e Convention Supplementary lo /he Warsm. C'onvenrion ,for /he IJn~ficalion ej' 
Certain Htrles relating to International Carriage by Air Pet-jbrmed hy a I'erson Olher lhan 
Cbnlr~7cling Carrier. 



pesawat udara oleh pengangkut berdasarkan suatu per&njian pengangkutan 

udara dengan atau tanpa bayaran." 

Dengan t e l d ~  tercapainya kata sepakat antara pengangkut dan 

penumpang mengenai perjanjian pengangkutan yang bersangkutan, maka pada 

saat itu lahirlah peiJanjian pengangkutan (udara) penumpang. Dengan lahirnya 

perjmjian pengmgkuLan udara tersebut, lahirlah hak dan kewajiban masing- 

inasing pihak. 

Pengangkut mempunyai kewajiban untuk mengangkut penumpang dan 

menjaga keselamatannya sarnpai ke tempat tujuan. Pengangkut bertanggung 

jawab bilamana ada yang tnengganggu atau menimbulkan kerugan pada pihak 

penurnpang dalam pengangkutan udara tersebut. Dengan perkataan lain, 

pengangkut berkewajiban menanggimg segala ken~gian yang dialami 

penumpang yang diangkutnya itu.I6 

Sehubungan dengan tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang 

ini, Pasal 24 ayat (1 ) Ordonansi Pengangkutan Udara menyebutkan, bahwa 

pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian sebagai akibat dari atau jelas- 

jelas lain pada tubuh, yang diderita oleh seorang penumpang bila kecelakaan 

yang menirnbuIkan ken~gian itu ada hubungannya dengan pengangkutan udara 

dan terjadi di atas pesawat terbang atau selama melakukan suatu tindakan 

dalam hubungan dengan naik ke atau tunm dari pesawat terbang. 

I5 E .  Suherman, A4nsnInh Tnnggung .Jnlrwb p d n  ('hnrler l'csnual lldnrn dnrl B e b e r a p  
Mnsnlnh l ~ i n  dnlnm Hidung Penerbnngnn. Alumni, Bandung, 1979, hlm 78 

l6  Perhatikan H.M.N. Punvusutjipto, Yengerrian Pokok Hukum Ilagnng Indonesia, .Jilid 
5, Jakarta, 1983, hlm 190. perhatikan juga Jenny Barmawi. "Tanging Jawab Pengangkut Dalam 
PengnngAutan Barang meldui Laut," Malralah pade /Lnnlnrnn No.sionnl H?~kuln Asurnnsi. 
Kejasama Hukum Indonesia-Belanda Yogyakarta, 8-24 Agustus 1988. hlm 20. 



Akan tetapi, Pasal 29 ayat ( 1 )  Ordonasi Pengangkutan Udara 

menentukan, bahwa pengaigkut tidak akan bertanggung jawab terhadap 

kerugian tersebut di atas, bila ia membuktikan, bahwa ia dan semua yang 

dipekerjakannya olehnya berhirbung dengan pengangkitan itu, telah 

mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari kerugan atau 

tidak mun&n lagi bagi lnereka ~nengarnbil tindakan-tindakan tersebut. 

Dari ketentuan tersebit di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam 

tanggung jawab pengangkut terhadap penurnpang, Ordonansi Pengangkiltan 

Udara menganut prinsip tanggung jawab alas dasar praduga @resumption cf 

liability). 

Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga tersebut sebenarnya 

menrpakan prinsip atas dasar kesalahan, hanya terjadi pengalihdpembalikan 

beban pembuktian dari pen ggugat (pihak korban) k epada tergugat 

(pengan&t).'7 Dari trmazcx preparalories Konvensi Warsanla 1929 

diketahui, bahwa prinsip presumption of liability merupakan kompromi antara 

prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (based on fault) dan prinsrp 

tanggung jawab mutlak (.strict/ahsolute liability). Mengapa tidak diberlakukan 

prinsip tanggung jawab mutlak, karena pada waktu ihl ( 1  929) dunia angkutan 

udara inasih dalarn taraf permulaan (infancy) baik ditinjau dari segi kekuatan 

ekonominya maup-m dari segi teknologi penerbangannya. Sedangkan apabila 

diterapkan prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan akan sangat 

" E. Saefullah Wiradipradja, Penarapn Prin~ip Tnn~qung Jmvcih IIlurlak (Strict 
Linhilip) dnlnm Perntl~rfln P e r t ~ n d n n g - L l n n  Nn.sionnl. Kht~st~.snya Jj hidmg Angb~lan 
IJdara. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam llmu Hdum pada Hukum 
Universitas Padjajaran, Bandung 26 Oktober 1 '221, hlm 19 



memberatkan pihak korban, karena mereka sangat awam dengan dunia 

penerbangan yang menggunakan teknologi rumit.'' Jadi pada dasarnya prinsip 

ini lebih ditiljukan untt~k melindungi perusahaan angkutan udara yang masih 

dalam taraf permulaan. 

Akan tetapi dengan adanya kemajuan teknologi dalam dunja 

penerbangan dan keadaan perusahaan angkutan udara (secara ekonomis) 

dewasa ini sudah sangat jauh berbeda dengan dari 50-60 tallun lalu. Posisi 

pengangkut udara dewasa ini jauh lebih kuat dan lebih baik dibanding para 

pengguna jasa angkutan udara. Secara teknologis, dewasa ini tidak ada jenis 

angkutan lain yang memerlukan telcnologi setinggi dan secanggjh angkutan 

udara. Secara ekonomis, perusahaan penerbangan inerupakan suatu bidang 

usaha raksasa dengan modal multi-milyar nlpiah.19 Berdasarkan keadaan 

sekarang ini, tentunya penggunaan prinsip tanggung jawab atas dasar praduga 

dalam pengangkutan udara sudah tidak relevan lagi atau tidak selayaknya lagi 

dipertahankan. Alasan lain yang dapat dijadikan dasar tidak lagi digunakannya 

prinsip ini adalah karena prinsip ini masih dimlingkinkan adanya pembebasan 

tanggung jawab, maka penyelesainnya bisa memakan waktu yang lama dm 

juga tentunya memakan beaya yang tidak sedikit. Pihak pengangkut akan 

selalu bemsaha melepaskan tangpng jawabnya dengan mengemukakan bukti- 

bukti, bahwa ia telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk 

mencegal~ kerugian, atau tindakan-tindakan tersebut sudah tak mungkin lagi 

dilakukan. 

'' Ihkl. 
'%, Saefullah Wiradipradja, op.cir., i"nnggungJmn6 ... ., hlm 158 



Oleh karena adanya kemungkinan pengangkut membebaskan diri dari 

tangglng jawabnya, maka dalatn suatu kecelakaan pesawat udara, pihak 

penum pang atau keluarganya tidak mendapatkan jaminan atau kepastian untuk 

mendapatkan santunan dari pihak pengangkut. 

Dalam rangka untuk lebih memberikan perlindungan bagi pihak 

pengguna jasa angkutan udara, khususnya penumpang, dar~ juga untuk lebih 

memperlanc. atau mempercepat proses pernbay aran santunan dalam suatu 

kecelakaan pesawat udara, seharusnya digunakan prinsip tanggung jawab 

mutlak. 

Sebenarnya pri~isip tatigpng jawab mutlak sudah diterapkan dalam 

praktek dewasa ini, hanya saja tanpa dasar htkum yang jelas. Tetapi dengan 

adanya Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 penggumaan p ~ s i p  tanggmg 

jawab mutlak ini telah mendapatkan justifikasinya. 

De~igan dianutnya prinsip tangbwng jawab mutlak ini, maka 

pengangkut bertanggungjawab terhadap pihak pentunpang yang menderita 

kerugian yang diakibatkan suatu kecelakaan selama dalam pengangkutan 

udara dan texjadi dalam pesawat udara atau kecelakaan pada saat naik ke alau 

ttuun dari pesawat udara. '" 
Tanggung jawab selnacam ini menipakan risiko bag seorang 

pengangkut dalam menjalankan perusahaannya. Di dalam as~uansi, risi ko itu 

menlpakan kemungkinan terjadinya suatu kenqyan atau batalnya selumh atau 

20 Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992. Penjelasan Pasat43 qa t  ( 1 ) huruf a 



sebagai dari suatu keumntungan yang semu~la dillarapkan, karma suatu kejadian 

di luar kuasa manusia, kesalahan sendiri, atau perbuatan manusia laim2' 

Dengan demikian dalam risiko terkandung dua unsur yaitu, 

ketidakpastian dan sifat negatif berupa kerugm, atau batalnya seluruh atau 

sebagian keu~ntungan yang semula diharapkan.2" 

Upaya untuk menanggulmgi, mengelakkan, mengurangi, atau 

memperkecil risiko tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara, 

diantarany a adalal~ : " 

1 .  melakukan pencegahan 

2. lnenyisihkan dana cadangan untuk menanpung kenlgim yang mungkin 

timbul. 

3 .  mengalihkm risiko. 

Mengatasi risiko dengan cara mengalihkan, berarti bahwa seseorang 

yang menghadapi risiko meminta orang lain unmk menerima peralihan 

tasebut. Letnbaga yatlg bersedia tneneritna peralihat~ risiko tersebut adalah 

asuuansi. 

Di d a l m  asuransi sendiri tersirat adanya pengertian ssuatu risiko, yang 

terjadiny a belum dapat dipastikan. Di sini terjadi pelimpahan tanggung jaw ab 

- - - - -  - 

2' H .  Gunanto, A.~urnnsi Kehnknrnt7 di Intlme.v~n, Tira Pustaka Jakarta 1 984, hlrn 1 2 
22 Ihiii. lihat juga Sri Rejeki Hanono. Hlrkrrn~ Asrrr~7nsi d~7n I'erwnhnnn Asrrrnnsi. Sinar 

Grafika, Jakarta 1992, hlm 15 
23 H. Gunanto, op.cir.. hlm.17. Juga Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hzlkrtm 

l'erronggungon tion l'erkenlhangtinnyt~. BPkIN-Seksi Hukurn Dagang FH UGM, Yogyakuls 
1983. hlm 12 



imnik memikid beban risiko dari pihak yang memiliki risiko kepada pihak lain 

yang sanggup'mengainbil alih tanggung jawab t e r ~ e b u t . ~ ~  

Dibandingkan dengan cam pengelolaan risiko yang lain, asuransi 

menlpakan cara mengelola risiko yang lebih ekonomis d m  tepat guna. Namun 

demikian pmcegahan kerugian twap diperl~~kan, karena tidak s m u a  risiko 

dapat di cover asiuansi. Ada beberapa risilco yang tidak mempunyai wadah 

dalam prasarana asuransi 

Jenis astuansi yang dapat melllberikan proteksi terhadap risiko akan 

tmggimg jawab pengangkut terhadap penumpang yang mengdlami kerugian 

akibat suatu kecelakaan baik selama dalam pesawat udara inaupun ketika 

melakukan tindakan embarkasi atau disembarkasi adalah asuransi tanggung 

jawab, khususnya asuransi tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang 

(passenger legal liability insurance).25 

Dengan adanya asuransi tanggung jawab tersebut, tnaka tatlggung 

jawab pengangkut udara yang berdasarkzn pnnsi p tangpng jawab mutlak 

sangatlah berat, dapat diatasi. 

Dengan bantum asuransi tanggw g j awab tersebut, penerapan prinsip 

tanggung mutlak dalam pengmgkutan udara, secara ekonomis tidaklah begrtu 

memberatkan. Bahkan di dalam praktek pernbayarai premi asuransi tanggung 

" Dewan Asurnnsi Jndonesin '.Perjanjian Asuransi dalam Pralitek dan Penyelesaian 
Sengketa" Hasil Simposilun Hl~klun As~~mnsi. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1978, hlm 167 

'' Adel Salah El Din, Avia~ion Insurance Practice Law and Reinsurance, William Clowes 
& Sons Lld., London, 1971, him 16-17 



jawab pengangkut tersebut sebenamya secara tidak l;ingst~ng dilanggung 

sendiri oleh penurnpang, yaitu dalam bentuk beaya operasi perusahaan yang 

hanis ditanggung konsnmen, misalnya dimasukkan dalam kompenen harga 

tiket.2G 

F. Metode Penelitian 

1 . Jetlis Penelitiatl 

Penelitian da lm tesis ini ada1al.l penelitiai bukum nonnatif yaitu 

penelitinn yang dilakukan dengsnn cara studi dokumen atau studi 

kepustakaan dengan mendasarkan pada data sekunder sebagai sumber 

daya utamanya. 

2. Sumber data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data 

yang diperoleh dari studi dokt~men atau studi kepustakaan yang terdiri 

dari.27 

a. Ballan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat 

mengikat yang terdiri dari : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

2) Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU) tahun 1939 

3) Undang-Undang Nonor 15 tahun 1992 tentang penerbangan 

26 E, SaeSullah Wiradipradja, op.ci/.. f'enerclpnn ... . hlm 22 
21 Soerjono Soekanto dan Srj Mamrnudji, 1990, Penelilian H u k l ~ m  NormafzJ S~iaiu . - 

I~njtlutrn Singkc~r, Rajawali, Jakarta, hlm. 14 



4) Konvensi Warsawa 1929 

5) Protokol Den Haag 3 95 5 

6) Montreal Agreement 1966 

7) London Agreement 1 974 

8) Beberapa Agreement d m  protokol atau konvensi internasional 

yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab pengangkut dalarn 

pengangkutan udara. 

9) Perahran-peraturan penmdang-undangan lainnya yang 

berhttbungan dengan masalah dalam penelitian ini. 

b. Bahan Hukurn Sekunder, yaitu bahan hukum yang meinberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku 

literatur, masalah, hai l  penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya 

yang berhtlbungan dengan masalah dalarn penelit-im ini. 

c. Bahan Hukum Tertia, yaitu ballan huku~n yang metnberikan petunjik 

atau penjelasan terhadap bahan hukurn primer dan bahan hukum 

sekunder, yang terdiri dari : 

1 ) Kamus Umurn Bahasa Indonesia 

2) Kamus Inggris-Indonesia 

3) Kamus Istilah Huk~un 

4) Ensiklopedia 

5) Pett~njilk lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 



3. Tekn~k Pengumpnlan Data 

Teknik pen~lmpdan data yang penillis pergunakan ddalm penelitian 

kepustakaan ini adalah stildi dokumen, y aitu mempelaj ari beberapa 

peraturan penmdang-undangan, teori hilkum, pendapat hukum, buku- 

buku/literatur hu~kirm, hasil peneliti8m, jutnal dldn makalahlartikel yang 

berkaitan dengan pamasalahan dalam penelitian ini. 

4. Analisis Data 

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif 

dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkall sebagai berikut : 

a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan 

pernasalahan dalam penellti an. 

b. I-fasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan. 

c. Data yang telah disistenlatisasikan kelnudian dianalisis untuk dijadikan 

dasar dalam mengambil kesimpulan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Guna memudahkan dalam mernaharni isi dari tesis ini, berikut ini 

disajikan tentang sistematika pembahasarl yang penulis pergunakan untuk 

menytlsisun tesis ini, yaiti~ : 



BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendaliuluan ini diuuaikan tentang iatar belakang dari 

masalah dalam penelitian ini, kemudian dirumuskan pernasalahan yang ada 

dalam penelitian ini, kemudian diiraikan tentang tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan tinjailan pustaka yang meripakan landasan teori bagi p m l i s  

dalam melakukan penelitian. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang 

metode penelitian yang penulis pergunakan dalam meneliti dan menyusm 

laporannya yang berupa tesis. Pada akl~ir dari bab ini disajikan tentang 

sisternatika pembahasm. 

BAB I1 PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA 

Pada bab ini diuraikan tentang hal-ha1 yang berkaitzn dengan 

perjanjian pengangkutan udara. Pada awal bab ini diuraikan tentang 

pengertian perjanjian pengangkutan udara, kemud-ian diuraikan juga mengenai 

para pihak dalam perjanjian pengangkutan udara dan uraian tentang 11ak dan 

kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan udara. Kernudian pada 

akhir dari bab ini diuraikan tentang dokumen dalam pengangkutan udara. 

BAB 111 TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP 

KESELAMATAN B ARANG (KARGO) DALAM 

PENGANGKUTAN UDARA 

Pada bab ini diiuaikan tentang tanggung jawab pengangkut u d m  pada 

irmlrmny a dan khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap 



keselamatan barang kiriman (kargo j berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 5 

Tallwl 1992 tentang Palabangan. Kanndian pada bab ini juga diuraikml 

tentang penentuan ganti rugi yang dapat diberikan oleh pengangkut kepada 

pe~nilik baratlg atau penerima baratlg kirimatl (kargo). Pada akhir dari bab ini 

diuraikan tentang hal-ha1 yang dapat membebaskan pengangkut dari tanggtmg 

jawabnya terhadap keselamatan barang kiriman (kargo). 

BAB 1V PENUTUP 

Pada bab ini disajikan suatu kesimpulan yang nlenlpakan jawaban 

terhadap permasalahan dalam penelitian yaug didasarkan pada hasil penelitian 

yang telah dilakukan. Di sanlping itu pada bab ini juga disajikan tentang 

saran-saran dari penulis yang menlpakan rekomendasi dan solusi terhadap 

beberapa ha1 yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut terhadap 

keselamatan barmg kiriman (kargo) dalam pengangkutan rtdara. 
, 



BAB 11 

PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA 

A. Pengertian Perjanjian Pengangkutan Udara 

Perjanjian pengangkutan udara menlpakan perjanjian antara pihak 

pengangkut dm pihak penulnpang atau pengrim barang di ~nana pihak 

pengangkut mengikatkan dirinya untuk menganghtt penurnpang atau barang 

ke suatu tempat tujuan tertentu, dan pihak penumpang atau pengirim barang 

mengikat.kan dirinya pula untuk membayar ongkos angkutannya atau dengan 

suatTi prestasi lainnya. 

Ongkos angkutan di samping dapat dibayar dengan sejumlah uang 

tertentu, juga dapat dengan prestasi lain, misalnya pembayaran bukan dengan 

uang atau dengan tiket diberikan secara cuma-cuma oleh pengangkut kepada 

para relasinya. 

Dalam arti yang sempit perjanjian angkutan udara (suatu 

"Luchtverover-overeenkomsl") adalah suatu perjanjian antara seorang 

pengangkut udara dengan pihak penumpang atau pihak pengirim barang untuk 

mengangkwt penumpang atau barang dengan pesawat udara, dengan imbalan 

bayaran atau suatu prestasi lain. Dalam arti yang lebih luas suatu perjanjian 

angkutan udara dapat merupakan sebagan dari suatu pqanjian pemberian 

jasa dengan pesawat udara. Dalam praktek sering kurang dibedakan antara 

berbagi bentuk perjanjian pemberian jasa dengan pesawat udara, sehingga 

menimbulkan efek pada masalah-masalah lain seperti masalah tanggung 

jawab. 



Pads perjanjian angkuaan penerbangan teratuu tidak dijunnpai suatu 

perjanjian tertulis. Dokumen angkutan seperti t~ket penumpang, tiket bagasi 

dan surat muatan udara bukan merupakm suanl pejanjian angkutan udara, 

tetapi hanya merupakan suatu bukti adanya perjanjian angkutan udara; karena 

tanpa diberikannya dokumen angkutan tetap ada suatu perjanjian a n g k ~ t a n . ~ ~  

Bahwa dokumen angkutan hanya menlpakan bilkti adanya suatll 

perjanjian an&~rtan, lebih dipertegas dalarn Pasal 111 Protokol The Hague 

Tahun 195.5 yang merubah Pasal 3 ayat 2 Konvensi Warsawa (tentang tiket 

penumpang) sehingga berbunyi, antara lain "The passenger ticket shall 

constitute prima facie evidence of the conclz~sion and condrtrons qf the 

conlract of carriage. The absence, irrepilurity or loss of the pussenger tickel 

does not aflect the existence or the validity of the contract of carriage, whrch 

shull, none the less, be stibjecl to /he rules of this convenl~on". Ketmtilan 

senlpa kita jumpai pula dalam Pasal IV dan VI Protokol Hague tentang tiket 

bagasi dan surat muatan udara. 

Pada perjanjian angkutan dengan charter, di mana pencharter sendiri 

yang diangkut, pada umumnya setiap perusahaan penerbangan mempr~nyai 

suatu "Siandard Charter Agreement". Untuk charter jenis lain imumnya 

dipergtmakan bentuk perjanjian lain. Agaknya hams dibedakan suatrl 

pe janjian charter untuk mengangkut sendiri pencharter d m  suatu charler 

kapasitas pesawat untulc dijual kembali pada pihak lain, sedangkan pembagian 

- ~ - 

'' Ordonansi Pengangkutan Udara Pasal 5 ayat 2, Pasal 6 a?at 5 dan Pasal 7 ayat 2. Cf 
Konvensi Warsawa Pasal 3 ayat 2, Pasal 4 asat 4 dan Pasal S q a t  2 



dalam "time churter" dan "voyuge charter" tidak dapat dengan begittu saja 

dipergunakan bag churter pesawat udara. 

Syarat-syarat perjanjim. Pada dokumen angktrtan seperti tiket 

penumpang, tiket bagasi dan stlrat muatan udara tercantum apa yang disebut 

"syarat-syarat perjanjian" (conditions of  ont tract).^' Yang sebenarnya 

dimaksud adalah syarat-syarat. pokok dari perjanjian atau persetujuan 

angkutan, misalnya bahwa perjanjian angkcrtan tunduk pada ketentuan- 

ketentuan dalam Ordonansi Pengangkutan Udara atau Konvensi Warsawa, dan 

juga pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen angkutan, 

tarif-tarif yang b ~ l a k u ,  syarat-syarat umum pengangkutan dan peraturan- 

peraturan lain dari _ pengangkut. Dengan demikian, maka tidak semua 

ketentuan-ketentuan perjanjian angkutan tercantum dalam dokumen angkutan, 

sehingga kalau misalnya seorang penurnpang ingin mengetahui semua 

ketentuan-ketentuan dalam persetujuan angkutan, ia harus pertama-tama 

membaca apa yang dinamakan "General Conditions of Carriage" (yang 

menurut dokumen angkutan, bisa minta dilihat di tiap kantor dari suatu 

pen~sahaan penerbangan, tapi umumnya tidak ada), dan selanjutnya jadwal- 

jadwal penerbangan, tarif-tarif, dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak 

tercantum dalarn dokumen angkutan, tapi ada pada penlsahaan-perusaham 

penerbangan, misalnya ketentuan-ketentuan untuk reji~nd. 

Untuk melindungi para pemakai jasa angkutan udara, sebaiknya 

ketentuan-ketentuan dari persetujuan angkutan udara didaftar pada Direktorat 

') lstilah yang lebih baik rnunskin adalah ketentuan-ketentuan pejanjian, untuk tidak 
menimbulkan asosiasi dengan syarat perjanjian pada suatu "perjanjian bewarat". 



Jenderal Perhtlbtmgm Udara oleh tiap-tiap penlsahaan penerbangan. Selain 

daii pada itu patut pula dikanukakan bahwa teks dokumen angkutan dari 

sebagian perusahaan penerbangan dibuat dalam bahasa Inggris, sehingga patul 

dipertanyakan apakah dalam ha1 ini berlaku prinsip bahwa "setiap penurnpang 

dianggap mengetahni bahasa Inggris. 

Berdasarkan pengertian pejanjian pengangkutan udara di atas, maka 

yang menjndi para pihak di dalam perjanjian pengangkutm ndara adalah 

pengangkut dan penunipang atau pengirim barang. 

Konvensi Warsawa beserta protokolnya, OPU d m  juga Undang- 

Undang Nomor 15 Tah~m 2992 tidak memberikan batasan mengenai 

pengangkut (carrier). Berdasarkan Konvensi Warsawa, pengangkut dapat 

diartikan sebagai orang yang mengadakan pqanj im pengangkutan 

(principao, alatl juga diartikan sebagai orang yang sestmgguhnya 

melaksanakan pengangkutan, ter'lepas dari apakah dia yang mengadakan 

perjanjian atau bukan3' 

Kernudian dengan adanya Konvensi Guadalajara 1961, ketidakpastian 

rnengenai definisi pengangkut. tersebut dapat diatasi. Dalam konvensi ini 

istilah contracling carrier d m  acrual carrier. Menurut Pasal 1 h ~ n r f  b 

Konvensi Guadalajara 1961, contracting currier adalah 

"a person who has principal makes an agreemen1 jbr carriage 
governed by the Warsaw Convention with o passenger or consignor or 
wiih a person acting on behalj'cfllhe passenger or consignor" 



Sedangkm yang dimaksiid dengan uctual carrier menunit Pasal 1 

liun~f c Konvensi Guadalajara 1 96 1 adalah : 

"a person other than  he coniracting carrier, who by virtue of' 
atlthority.from the contracting carrier, petjormed the whole or part of' 
the carriage contempla(ed in paragraph b) hut who is not with respect 
to stlch part a stlccessive carrier within the meaning of the Warsaw 
Convention. Such authority is presumed in the absence of proof' to ' 

contrary" 

Di dalarn pr- khususnya penerbangan atau pengangkutan udara 

sipil komersial, pelaksanaan pengangkutan udara dilaksanakan oleh 

perusahaan yang berbadan hukum. Oleh karena itu yang bertindak 

melaksanakan penganghflan tersebut praktis dilahkan oleh pegawai atau staf 

perusahaan pengangkutan. 

Pasal 29, 31 dan 34 OPU yang berkaitan dengan tugas pengangkut 

menggunakan istilah semua orang yang dipekerjakan olehnya berhubung 

dengan pengangkutan itu. Pengertian yang terkandilng di dalamnya mencaki~p 

pegawai dan pibak lain yang berdasarkan perjanjian tetikat imtuk melaktlkan 

suatu tugas yang dibebankan pengangh~t kepadanya. Pihak lain tersebut dapat 

benrpa perseorangan atau badan (hukum). 

Pengertian pegawai hanya mencakup perseorangan di mana yang 

bersangkutan merupakan tenaga kerja milik pengangkut secara tetap 

berdasarkan suatu aturan kepegawaian. Di dalam konteks pegawai ini, 

Konvensi Warsawa, misalnya teks bahasa Inggns Pasal 20 dan 25 

menggunakan istilah ugents sebagai terjernahan teks aslinya dalam bahasa 

Perancis, yaitu prepo.se.s. 



Istilah agenls dalam bahasa Inggris memiliki kelemahan, karena istilah 

agents dapat menimbulkan salah pengertian dengan agen, tetapi bukan 

pengertian pegawai. Sedan gkan istilah preposes dalam teks asli Konvensi 

Warsawa lebih menekankan pada arti pegawai, sehingga tidak mernperhatikan 

kernungkinan adanya golongan lain yang dapat dianggap sebagai pegawai 

peng~l&ut.31 

Di samping pegawai tersebut masih ada pihak lain yang walaipum 

tidak terikat dlam suatu perjanjian ke ja  dengan pengangkut dapat bertindak 

untuk dan atas nama pengangkut berdasarkan perjanjian khusus, yaitu 

perj anjian keagenan. Keadaan semacam ini lazim dal am penerbangan atau 

pengangkutan udara internasional. Tidak sernua perusaham penerbangan 

memiliki kantor perwakilan tetap di setiap kota atau negara atau bandar udara 

yang disinggahi pesawat udaranya, sehingga perusahaan penerbangan tersebut 

tidak memiliki pegawai yang mengtlrus pasasi, bongkar muat bagasi dan 

kargo, dan pelayanan pesawat. Oleh karena itu, pekejaan tersebut di atas 

diserahkan kepada agen-agennya, yang dapat dilakukan perusahaan 

penerbangan lain atau perusahaan lain. 

Protokol The Hague rnenggunakan istilah servanls and agents. 

Servanls dapat diartikan sebagai orang yang bekerja pada penganglcut 

berdasarkan suatu perjanjian kerja dengan pengangk~rt. Sedangkan agents 

" E. Suherman, Tonggung .lowah Pe1zgangk7.1t dalnm Huhim IJdnrn Indonesia, Eresco, 
Randung. 1962. hlm. 39 



adalah seseorang yan g melah~kan pekerj aan tertentu bagi pengangkut 

berdasarkat~ perjanjian keagenan (agency agreement). 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa agen merupakan pihak 

lain yang dimaksud anak kalimat Pasal 29, 31 dan 34 OPU, yang meskipun 

tidak terikat oleh perjanjian kerja dapat bertindak tmhk d m  atas nama 

pengangkut berdasarkan suatu perjanjlan keagenan. 

Pegawai-pegawai pengangkilt udara sendiri dapat diklasifikasikan 

menj adi dua golongan, yaitu : 

1. Pegawai Darat 

Yang t m a s u k  dalam golongan pegawai darat ini diantaranya pegawai 

yang bongkar muat dan pegawai yang mengunlsi dohunen-dohunen 

angkutan. 

2. Pegawai Udara 

Pegawai udara merupakan pegawai pengangkut yang bekerja di pesawat 

udra dan lazim disebut sebagai anak pesawat. Termastk golongan pegawai 

udara ini diantaranya pilot dan prarnugari atau pramugara. 

Agen pngangkut jugs dapat digolongkan menjadi 2 (dua) golongan, 

yaitu : 

1. Sales Agency 

,Sales agency antara lain melaksanakan tugas mengurus masalah pasasi. 

2. Ground Handling Agency 

4 



Agen yang demikian ini antara lain melaksmakan tugas mengurus masalah 

yang berkaitan dengan masalah penyelesaian pesawat udara di bandar 

~tdara. 

Baik Konvensi Warsawa maupun OPU d m  Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 1992 ti&dk memberikan batasan mengenai penuunpang (passenger). 

Dalam penerbangan berjadwal (sched~iled) penumpang bermakna setiap orang 

yang diangkut dengan pesawat udara oleh penganght badasarkan suatu 

perjanjian angkutan udra dengan atau tanpa bayaran.32 

Drafr Conventron 1946 pemah merumuskan definisi penumpang 

sebagai setiap orang yang diangkut dengan pesawat udara, kecuali orang yang 

mertrpakan (anggota) awak pesawat, terrnasuk pramugara atau pramugari. 

Berdasarkan definisi di atas, maka semua orang yang termasuk awak 

pesawat yang sedang berhlgas di pesawat udara yang bersanghutan tidak 

termas.uk penurnpang. Sedangkan awak pesawat yang tidak sedang bertugas 

atau pegawai darat yang tumt serta atau diangk~rt dengan pesawat udara 

tasebut baik untuk keperluan dinas maupun pribadi status hukurnnya adalah 

penuunpang biasa. 

Sedangkan pengirim bara~ig (consignor) adalall orang yang 

mengirimkan barang atau kargo dengan pesawat udara berdasarkan suatu 

perjanjian pengangkutan udara dengan pengangkut. 

" E. Suherman. Absnlnl? 7kn,~'qva7g .Jmlrrh I'ntln C'hnrler I'e.snu~n/ IJhm don Hshcmnp 
Mosalah Jmin dolam Hidong Penerhangan. Alumni. Bandung, \979, hlm. 5 



Penerima barang atau kargo (consignee) adalah orang kepada siapa 

barang tersebut dialamatkan." Penerirna barang di dalam perjanjim 

pengangkutan bukan menjadi para pihak. Menurut H.M.N. Puwosu~tjipto, 

dipandang dari sudut perjanjian pengangkutan, penerima barang addah pihak 

ketiga yang berkepentingan, yakni berkepentingan terhadap penerimaan 

barang.34 

Pada dasarnya perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian yang 

bersifat konsensual dan tidak terikat pada sum1 formalitas tertenhl. Hal 

demikian membawa konsekuensi, bahwa sejak adanya kata sepakat antara 

pengangkut dengan penurnpang atau pengrim kargo lahirlah perjanj-ian 

pengangkutan udara, walaupun dokumen perjanjian pengangkutan udara 

tersebut belum ditandatangmi. Dasar huhun penegasan tersebut di atas dapat 

dilihat ketentuan di bawah ini : 

1. Pasal3 ayat (2) Konvensi Warsawa : 

"The absence, irregularity or loss the passenger ticket does not affect the 
exisfence or the validity of the contract of carriage, ..." 

Ketentuan tersebut kemudian diperbaharui oleh The Hague Proiocol, 

sehingga Konvensj %rsawa-Hague berbuinyi : 

"The passenger iickei shall consfiiute prima facie evidence of the 
conclusion and conditions of the contract. The absence, irregularity or 
loss the passenger iickei does noi afect the existence or fhe validity o f  the 
contract of carriage ... ." 

" Pmd 35 q ~ a t  ( 1 )  OPU 
34 H.M.N. Punvosutjipto, Pengerriurz Pokvk Hukum Llclgang Indonesia, Jilid 3, 

Djambalan, Jakarta, hlm. 5 



2 .  Pasal4 ayat ( 4 )  Konvensi Warsawa 

"The absence, irregzrlarity or ios.~ of the lzrggccge ticket c/oes not affect [he 
existence or the validity of   he contract of curriuge, ... " 

Ketentuan' tersebut diperbahanli oIeh The Hagtre Protocol, sehingga 

Konvensi Warsawa-Hague berbunyi : 

"The baggage check shall constitzite prima .facie evidence of the 
registration of the baggage and the conditions of the contract carriage. 
The absence, irregularity or loss ofthe baggage check does not ajfict the 
existence or validiv q f  the contract of carriage ... " 

3. Pasal5 ayat ( 2 )  Konvensi Warsawa 

"Never the less, the absence, irreplariv or loss this docziment does not 
affect the existence or the validity of the contract of carriage . . .  " 

4. Pasal5 ayat (2) OPU 

"Tidak adanya tiket penurnpang, suatu kesalahan di dalarnnya atau 
hilangnya tiket tersebut tidak akan mempengaruhi adanya atau berlaknnya 
pe janjian pengangkutan udara . . . " 

5.  Pas16 ayat ( 5 )  OPU 

"Tidak adanya tiket bagasi, suatu kesalahan di dalamnya atau hilangnya 
tiket bagasi tidak &an mempengaruhi adanya atau berlahmya perjanjian 
pengangkutan udara . . . " 

6. P a d 7  ayat ( 2 )  OPU 

"Meskipun demikian, tidak adanya surat tersebut, suatu kesalahan di 
dalamnya atau,hilmgnya dokumen tersebut, tidak mempengaruhi adanya 
atau berlakunya perjanjian pengangkutan udara.. . " 

7. Pasal4 1 ayat (2) Cndang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 

"Tiket penurnpang atau tiket bagasi merupakan tmda bukti telah 
disepakatiny a perjanjian pengangkutan" 

Berdasarkan ketentum-ketentuan di atas dnpat disimpi~lkan tidak 

adanya tiket penumpang, bagasi atau surat muatan udara tidaklah 



mempenganlhi adanya at ail berlahmy a perjanjian pengangkutan udara, dm 

jelas pula dokumendokumen tersebut hanyalah sebagai alat bukti bilkan 

men~pakan sy arat sahny a perjanj i m  pengangkutan udara. 

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Udara 

1. Kewajiban dan Hak Pengangkut 

Menurut ketentuan Pasal 41 UUPU, penlsahaan angkutan udara 

niaga wajib mengangkut orang danlatau barang setelah disepakati 

perjanjian pengangkutan. Tiket penurnpang atau tiket. bagasi merupakan 

tmda buktt telah disepakati perjanjian pengangkutm dan pembayaran 

biaya angkutan. Dengan demikian, kewajiban pokok pengangkut adalah 

mengangkut penurnpang dan/atau barang serta menerbitkan dokumen 

angkidan sebagai imbdan haknya memperoleh pembayaran biaya 

angkutan. 

Dalam UUPU tidak ada pengaturan tegas mengenai pengembalian 

biaya angkutan jika terjadi pembatalan pemberangkatan pesawat udara 

niaga oleh pengangkut. Namun dapat dicantumkan pada dokumen 

mgkutan bahwa penganght wajib mengembalikan biaya angkutan yang 

telah dibayar oleh penurnpang danlatau pengirim barang jika terjadi 

pembatalan pemberangkatan pesawat udara niaga. Untuk memenuhi 

kewajiban pokok pengembalian biaya angkutan, pengangkut berhak 

mernperolel~ kembali dokulnen angki~tan dari penilmpang danlatau 



pengirim barang sebagai bilkti pengernbalian biaya anghitan kepada 

penumpang danlatau pengirim barang. 

Dalam ha1 terjad~ keterlambatm atau pentmdaan dalam 

pengangkutan karena kesalahan pengangkut, penisaham angkutan udara 

wajib memberikan pelayanan ymg layak kepada penumpang atau 

rnemberikan ganti kenlgian yang secara nyata dialami oleh pentunpang 

atau pemilik barang (Pasal 41 ayat (1) PPAU). Yang dimaksud dengan 

pelayanan yang layak dalam ketentuan ini adalah pelayanan dalam batas 

kelayakan sesuai dengan kemampuan pengangktt kepada penumpang 

selama mentnggu keberangkatan, aintara lain berupa penyediaa~~ tempat 

dan kons~ns i  secara layak, atau mengupayakan mengalihkan angkutan ke 

penlsahaan angkutan udara niaga lainnya, sesuai dengan perjanjian 

pengangkutan yang disepakati. 

Apabila barang sudah sampai di bandara hjuan, pengangkut wajib , 

memberi tahu penerirna. Menurut ketentuan Pasal 17 OPU, dalam ha1 

penerima tidak datang, menolak untuk menerima barang, menolak 

pembayam biaya yang hants dibayamya, atail dalam ha1 it t~ disita, 

pengangkut wajib menyirnpari barang itu di teinpat yang baik atas 

tanggung jawab orang yang berhak. Mengenai ha1 ini, pengangkut waiib 

memberitahukan kepada pengrim, dan dalam ha1 penyitaan 

memberitahukan joga kepada penerima secepat miingkin dengan telegram 

atau telepon atas biaya orang yang berhak. 



Apabila bqnng yqng disimpan ihr (tetapi bukm karma penyitaan) 

mudah bqsuk, dan pengirim sesudah lampau w a k t ~  12 jam sejak 

dibaitahrrkan tentag pmyimpwan itu tidak menrnpts barangnya, maka 
I 

penganght wajib menjual barang itu selunlhnya atau sebqgian dengan 

card ymg paling t q a t  dan h d  ini segera diberitahukan kepada pengirim. 

A~abiIa ada alasan yaqg sah, penjualan barang itu dapqt jugs dilakukan 

oleq orang yang &be@ kuasa oleh Ketua Pengadilq Negeri setefnpat 

dengan ketentupn bqhwa hasil penjualan itu diperm&an un* 

membayar biaya anghitan d m  biaya penyimpanan, sedangkw selebihnya 

d i s i~pan  oleh Ketua Pepgadilan Negeri yang bersq~glutan (Pasal 18 

OPU) 

2. Kewajiban dan Hatf /f~numpang/Pengirim 

Menun!t ketgntuan Pasal 41 UUPU, perusahaau angkutan udara 

niaga wajib meqgq@ut penumpang dantatau barang setelah disepakati 

perjanjian penganglaitan. Tiket penumpang atau tiket bagasi merupakan 

tanda bukti telah disepakati perj anjian pengangkutan dm pembay aran 

biaya angkutan. Perjanjian angkutan dan pembayaran biaya angktltan 

menlpakan perbuatan yang dipenuhi secara benuutan, artinya setelah 

perjanjian terjadi biaya angkutan yang dibuktikan dengan dokumen 

angkutan. Sebagai imbalannya, penurnpang danlatau pengirim barang 

berhak atas angkutan yang diselenggarakan oleh pengangkut. 

Dalam perjanjian pengangk-utan barang dengan pesawat udara 

niaga, pengirim wajib mengisi forrnulir sruat muatan untuk kepentingan 



penganght dm djrinya sendiri (Pasal 8 ayat (1) OPU). Dalam swat 

muatan itu, pengirim wajib memberitallukan keterangan lengkap ~nengcnai 

muatan yang &an dikirimkan (Pasal 12 ayat (1) OPU). Pmgirim juga 

wajib menyertai swat muatan itu dengan swat-surat yang diperlukan 

ketika penyerahan harang kepada penerima unhlk memenuhi syarat-synrat 

pabean, pajak seternpat dan kepolisian (Pasal 13 ayat (1) OPU). 

Pmgirim bertang~qmg jawab atas semua kerugian yang diderita 

oleh pengangkut atau pihak lain sebagai akibat pemberitqhuan keterangan 

yang kmang teliti, sal* atau tidak lengkap mengenai bsnang yang djbrim 

(Pasal 12 ayat (2) QPU). Pengirim juga bertanggung jawab atas kerugian 

yang diderita oleh pengangkut sebagai akibat tidak ada, tidak lengkap atau 

tidak teliti keterangan swat-swat yang menyertai surat muatan y w g  

diperlukan ketika penyerahan muatan kepada penerima, kecuali jilca ada 

kesalahan pada palgangkut atau karyawan yang dipekerjakan pada 

pengangkutan muatan itu (Pasal 13 ayat (2) OPU). 

Asal memenuhi kewajiban menurut perjanjian pengangkutan udara, 

pengirim berhak menguasai muatan dengan cam : 

1. mengambil kembali muatan itu di bandara pemberangkatan atau di 

bandara tujuan; 

2. menahan muatan itu pada suatu pendaratan selama dalam perjalanan; 

3. menyunih menyerahkan muatan itti di tempat tujuan atau selama 

perjalanan kepada seorang penerima lain sebagai yang disebutkan 

dalam surat muatan udara; 



4. minta supaya muatan dikilim kembali ke bandara pemberangkatan asal 

saja penggunaan hak ini tidak ~nerugikan penganut atau pengirim yang 

lain, dan pengirim yang berkepentingan mengganti biaya yang timbul 

karenanya (Pasal 15 ayat (1 ) OPU). 

Apabila muatan sudah sampai di handara tujuan, penerima berhak 

menuntut penyerahan surat muatan udara serta muatannya dengan cam 

membayar semua biaya yang menjadi kewaj ibannya menulntt ketentuan 

seperti yang tertulis dalam surat muatan udara. Sejak saat pernbayaran 

bjaya angkutan itu oleh penerima, hak pengirim menguasai miatan . 

berakhir (Pasal 15 ayat (4) OPU). Berdasarkan ketenh~an ini jelaslah 

bahwa pernbayaran biaya angkutan kargo pada pengangkuttm udara dapat 

dibayar lebih dahulu oleh pengirim atau dibayar kernudian oleh penerima. 

Mengenai pembatalan pemberangkatan pesawat tldara tidak ada 

pengaturan tegas dal am UUPU. Namun pada dokumen angkuitan dapat 

dicantumkan kewajiban pengangkut untt~k mengembalikan biay a angkutan 

yang sudah dibayat lunas lebih dahulu. Untuk memperoleh pengembalian 

biaya angkutan dari pengangkut, penumpang danfatau pengirim barang 

wajib menyerahkan dohunen angkutan kepada pengangkut . Penyerahan 

dokumen itu penting karena berfimgsi sebagai bt~kti bahwa penumpang 

danlatau pengirim barang sudah melunasi biaya angkutan lebih dahulu. 

Karena pembatalan pemberangkatan oleh pengangkut, wajarlah jika 

pengembalian biaya angkutan ihl disertai dengan penyerahan dokumen 

angkutan sebagai bukti kepada pengangkut. 



Dalam ha1 terjadi keterlambatan atail penimdaan ddam 

pengangkutan karma kesalaha~~ pengangkut, penurnpang berhak 

memperoleh pelayanan yang layak, atau penurnpang dan/atau pemilik 

bxang berhak memperoleh ganti kenlgian yang secara nyata didami oleh 

penumpang dadatau pemilik barang (Pasal 41 ayat (2) PPAU). Yang 

dimaksud dengan pelayanan yang Iayak dalam ketentuan ini adalah 

pelayanan dalam batas kelayakdn sesuai dengan kemampuan pengangkut 

kepada penurnpang selama menimggu keberangkatan, antara lain berupa 

penyedirm tempat dan konsumsi secara layak atau penimpang berhak 

untuk diupayakan pengalillan angkutan ke penlsahaan angkutan udara 

niaga lainnya sesuai dengan kesepakatan. 

C. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut 

Dalam ilmu hukum, khususnya huhm penganghatan setidak-tidahya 

dikenal adanya 3 (tiga) prinsip tanggung jawab, yaitu :" 

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya m s i r  kesalahan-kesalahan 

Cfaull li~hilit~v, liahiliiy bused on,futilt); 

2. Prinsip tanggung jawab berdasarkm praduga (prest~mplion of' liability); 

dan 

3. Prinsip tanggung jawab mutlak (no ,fi-ltill iiahiiily, atau absolz~te atau strct 

liuhility). 

1 5  E. Saefullah Wiradrpradja. Op (-11. yi7/7gg1~7~./(7~'b . hlrn I9 



Cara membedakan prinsip-prinsip tanggimg jawab tersebut di atas 

pada dasarnya diletakkan pada masalah pembuktian, yaitu rnengenai ada 

tidaknya kewajiban pernbuktian, dan kepada siapa beban pembulktian 

diletakkan dalam proses penuntutan 

Men~lnlt sejarahny a, prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalatran 

pada mulailya dikenal dalam kebudayaan Babylonia Kuno. Dalam bentuknya 

yang lebih modern, prinsip ini dikenal pada tahap awal huhnn Romawi 

termasuk dalarn doktrin "culpa" dalam Lex aquilia. L a  aqziilia menentukan, 

bahwa kerugian baik disengaja ataxrpun tidak hams diberikan sanhuian. 

Prinsip ini kemudhn rnenjadi hukum Romawi Modem seperti yang terdpaat 

Pasall382 Code Napsleon 1804, yang berbtmyi 

"Any act whatever done by a man which cazises damage to another 
obligies him by whose fault the damuge was causes to repair it". 

Pada tahun 1889 Code Napoleon tersebut berlaku di Negeri Belanda 

yang kemudian dinlbah menjadi Code Civil pada tahun 191 1. setelah 

kemerdekaan Negeri Belanda dari Perancis, disusun Burgerlijk Wetboek (BW) 

yang isinya berasal dari Code Civil dengan beberapa perkecualian. Pasal 1382 

Code Napoleon itu akhimya rnenjadi Pasal 1401 BW Belanda yang berbumyi : 

" E l k  onrechtmutige d u d ,  ~~uurdoor  uun een ur~cler schacle word1 
toegehracht, stelt dangenen door wins schuld dia schade veroorzaakt 
is ini de verpligheid veroorzuakt kwfi" 

Kemudian sesuai dengan asas konkordansi ketentuan tersebut juga 

ba.l&\~ di Indonesia (saat it11 Hindia Bel~mda), dm dituangkan dadam Pasal- 

Pasal 1365 BW Indonesia, yaitu : 



"Tiap perbuatan melanggar ht~kum, yang membawa ken1gi.m kepada orang 

lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan ken~gian itu, mengganti 

kerugian tersebut" 

Pasal 1365 di atas sesung~ghnya tidak merumuskan arti perbuatan 

melawan huhun (onrechlrnulige duud), tetapi hanya mengemukakan linsur- 

unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai 

perbuatan melawan hthttn meauntt Pasal 1365 itu. Unsnr-unsur tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Adanya perbuatm melawan huknrn dari tergugat; 

2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya; dan 

3. Adanya kerugian yang diderita penggugat sebagai akibat kesalahan 

tasebut. 

Perbuatan melawan hukurn itu sendiri adalah suatu perbuatan atau 

kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan 

dengan kewajiban h u h  si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan 

baik, maupuu dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan 

hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya 

sebagai akibat perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, 

berkewajiban membayar ganti 

Pengertian perbuatan dalarn perbuatan melawan hukum ini tidak hanya 

perbuatan positif, tetapi juga negatif, yaitu meliputi tidak berbuat sesuatu yang 

26 M.A. Moew D~ojodirdjo, Perhnn~nn I24elmvnn Hzrkrrtn, Pradnya Paranlita Jakartrta, 

1979. hlm. 26 



sehari~snya men~mnlt hrlkum orang haws berbuat. Pengertian kesalahan di 

sinipun adalah dalam pengertian umum, yaitu baik karena kesengajaan 

maupun karena kelalaian. Adapun yang menjadi tikuran atau kriteria 

perbvuatan pelaku adalah perbuatan manusia normal yang dapat membedakan 

kapan dia hams melakukan sesuatu dan kapan dia tidak melaktlkan ses~atu. '~  

Dalam penerapan ketentuan Pasal 1365 itu, memberikan beban kepada 

penggrlgat (pihak yang dirugrkan) ~mttlk membuktikan bahwa kerugian yang 

ia derita itu merupakan akibat dari perbuatan tergugat.. 

Dalam kaitannya dengan pengangkitan r~dara, pen erapan Pasal 1 3 65 

KLTH Perdata atau yang sebangutl dengannya tidaklah relevail. Tanggung 

jawab pengangkut kepada penxunpang dan pengirirn kargo adalah tanggmg 

jawab yang timbd sebagai konsekuensi adanya perjanjian pengangkutan 

ndara. Jadi, hub~rngan huh~mnya bersifat kontrah~al. 

Menunlt prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (pre.~z~mption of' 

liability), tergugat (pengangkit) dianggap bertangging atas segala ken~gian 

yang timbul. Akan tetapi, tergugat. dapat membebaskan tangg~mg jawabnya 

apabila ia dapat mernbuktikan bahwa dirinya tidak berrdah (absence qffutrlt). 

Pada dasamya prinsip taliggimg jawab berdasarkan praduga ini adalah 

juga prinsip tanggtng jawab berdasarkan adanya itnsur kesalahan (liability 

based on fault), akan tetapi di sini terjadi pembalikan beban pembuktian 

(omkering van de bewijsluast, shfting cd'the burden ofproof)  kepada pihak 

tergugat. 

-- 

" 7. Snefullah Wiradipradja, Op C'it, 72v?ggz~?g,lnwnh ... , him. 22-23 



Prinsip tanggmg jawah badasarkan praduga ini diani~t oleh Konvensi 

Warsawa 1929. Hal dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 17, 18 ayat (1 ), 19 

dan 20. 

Menurut Pasd 1 7 pengangkut bertanggung j awab terhadap kerugian 

akibat kematian, I t~ka-luka alau cidera badani lainny a yang dideri ta seorang 

penumpang bila kecelakaan yang ~nenimbulkan kerug~an itu tejadi di dalam 

pesawat, atau selama melakukan kegiatan ernbarkasi atau disembarkasi. . 

Kemudian Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa pengangkut bertanggtmg 

jawab at as kerugian y ang terjadi sebagg ak~bat musnahny a, hilangny a atau 

rusaknya bagasi atau kargo, jika kejadian yang menyebabkan kenigian 

tersebut terjadi selama datam pengangki~tan ndara. Sedangkan Pasal 19 

mengatur mengenai tanggung jawab pengmgktlt terhadap kelambatan dalam 

pengangkutan u d m .  

Adapun ketentuan yang mnengahlr mengenai keinungkinan pengangkut 

membebaskan tanggung jawabnya terdapat dalam Pasal 20. Menwut Pasal 20 

ayat (1) pengangkut dapat membebaskan tanggmg jawabnya jika ia dapat 

membuktikan, bahwa ia telah menganbil semua tindakan yang dlperli~kan 

untuk menghindari kerugian, atau ia sudah tidak mungkin lagi mengambil 

tindakan dem~kian. Sedangkan Pasal 20 ayat (2) menyatakan penganghut 

hebas dari tanggung jawabnya jika kenlgian ~ t u  disebabkan admya kesalahan 

dalarn pengeinudian, dalam penanganan pesawat atau navigasi dan 



pengangkilt beserta agennya telah mengambil semrra tindakan r~ntuk 

menghindari ken~gian tersebi~t .~~ 

Ketentuan yaug sama juga dianut Pasal 24, 25 jo 29 OPU. Menumlt 

Pasal 24 ayat ( I )  pengmgkut bertanggung jawab ~mtuk kerugan sebagai 

akibat dari Iuka atau jejas-jejas lain pada lain tubuh yang didenta seorang 

penum pang, bila kecel &am yang menimbulkan kerugr an itu ada 

hubungmya dengan pengangkutan udara dan terjadi di dalam pesawat 

terbang atau selama metalukan embarkasi atau disernbdasi. 

Pasal 25 ayat (1) OPU juga menyebutkan, bahwa pengangkut 

bertanggwng jawab untuk kerugian yang terjadi sebaga~ alcibat kemusnahm, 

kehilangan atau kemsakan bagasi atau barang. bilamana kejadian uang 

mengakibatkan kerugian itu terjadi selama pengangkutm udara. 

Akan tetapi menunlt Pasal 29 ayat ( 1 )  OPU, pengangkut tidak 

bertanggqng jawab terhadap kerugian tersebut, qabila pengangkut dapat 

membuktikan bahwa ia dan semua orang dlpekerjakan olehnya sehubungan 

pengangk-utan udara itu, telah mengambil semua tindakan yang perlu untuk 

menghindari kenlgian atau tidak mungkm lag; mereka mengambil tindakan- 

tindakan tersebut. Bila pengangkut membuktikan, bahwa kerugian itu 

38 Pasal 20 ayat ini dihapuskm oleh 777c Ho&?.~c Protocd l'155: karena dianggap tidak 
benar dalam suatu Pasal ada dua aturaii yang berbeda y'mg rnernbebaskan tmggung jamb. Selain ' 

itu, ketentuan tersebut berasal dari hukum laut yang tidal; cocok dmgan pengangkutan udara. Lihat ' 

E. Saerullah Wiradipradja, Op.Cir, 'Ibnggung Jmt-zh ... . hlm. 149 mengutip ICAO Legal 
Committee (9"' session, Rio de Jmeirol 1953) 745-LC/ 136. him. 9 1-92 



disebabkan oleh kesalahan dari yang mende~ita kenlgian atau kesalahan 

tersebut telalz membantu terjadinya kerugian itu, maka llakim dapat 

mengempingkan atau mengiuangi tanggung jawab pengangkut. 

Jadi, apabila penggugat (korban) akan mengajukan tuntutan untuk 

memperoleh sanhman tidak per111 membuktikan kesalahan tergugal atau 

pengangkut. Tergugat cukup menunjukkan ballwa kecelakaan atau kerugian 

yang menimpa dirinya itr~ terjadi selama berada dalam pesawat udara, atau 

ketika melakukan kegiatan embarkasi atau disembarkasi (untuk penurnpang), 

atau sel ama pengmgkutan u d m  (untuk kargo). Kemudian apabila pengangkut 

berupaya untuk membebaskan tanggung jawabnya, maka ia hams 

membuktikan bahwa ia tidak bersalah (absence offault). 

Sebagai imbalan (quid pro quo) adanya pembalikan beban pembuktian 

tersebut, maka prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga ini diiringi 

adanya ketentuan pernbatasan tanggung jawab (lintitotiort of liability). 

Tanggung jawab pengangkuit unttlk memberikan sanhlnan dibatasi hingga 

limit tertentu. 

Lalar belakang penerapan prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga 

di dalam Konvensi Warsawa dapat dilihat dalam laporan rapporteur dari 

komisi yang mempelajari masalah tanggmg j awab dalam konferensi 

internasional hukum udara perdata ymg pertarna di Paris tahun 1925, yang 

menyatakan :j9 

"The commission ~ s k e d  it se!f' which liubility regime hud to he 
adopted: risk or ,fatllt. The get~erul ,feeling I S  that, whilst liahility 

" Dikutip dari G. Miller. Op (-71. him. 63 



toward third parties must see the upplicution qj' the risk theory, by 
contrast, in the matler o f  the carrier9.s liability in relation to 
passengers and goody, one rnust admit.fbult liability theory. 
The being so, one can ask onese(f'on whom ~ ~ i l l f i r l f  the burden of '  . 
pro<$ it has seemed .fuir not to inlpose that heavy burden on the 
injuredparty andprestimption c?f,'fault bearing on the carrier has been 
ad~nitted. Bur since it is only a presunrption, the carrier has obviously 
the right to adduce contrary evidence and the limit of the fatilt must be . 

esiablished; where does is slarr? 
Whai can one reqziire.from the carrier? A normal organization of his 
business, a judicious selectior~ of the menzhers qf his stajj;' a constatzl 
.supervision of his agents and servants, a serioti.~ checking qf' his 
accessory appliances and materials utilized. 
One must admit that anyone tising an aircrafi does not ignore the risks 
inherent in a mode o f  rrat~sportation wfriclr has not yet reached the 
point ofpeflection thai one hundredyears have given to the railways. 
Thus it is just no1 to impose on the currier an ab,sol;laie liability und (11 
is ju.sf) lo relieve him .from any liability when he hu.s taken tl7e 
measures which are reasonable and normal in order to avoid the 
injury; this is diligence that one can require jivm a bontis pater 

.fanzilias7' 

Rasio diterapkannya tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability 

based on .fault) dengm pemhalikan beban pembnkltian (reversal of burden of' 

proqj) ini adalah karena pihak penumpang, pet~girim atau penenma kargo 

(harnpir) tidak akan sanggup mmbuktikan kesalahan pmgangkut dalam 

pengoperasian pesawat udara yang rnenggunakan teknologi demikian canggih 

dan k ~ r n ~ l e k s . ~ '  Sedangkan di lain pihak pengangkut dinilai lebih mempunyai 

kemarnpuat~ untuk pengetahuan teknis untuk melakukan pembuktian. Selain 

itu pembalikan beban pemb~k-tian jnga menrpakan imbalan terhadap tiadanya 

hak penumpang, pf:n@rirn atau penerima kargo atas tanggung jawab 

pengangkut yang tidak terbatas (unlimited liability). 

40 E. Saefilllah Wiradipradja, Op. (71. Tm7ggtlng.Inwnh .. , hlm. 32 



Di lain pihak, tidak diterapkannya teo~i  kesalahan (risk rheory) alau 

tailggung jawab inutlak dimaksudkarl untuk ~nelirldungi pengangkut udara 

yang masih dalam taraf permulaan perkembangannya dari kehanctiran sebagai 

akibat suatu kecelakaan yang besar (catastrophic accident). 

Di dalam prinsip tangglng jawab mutlak csrrtci liability atau ahxol~lit! 

liability) tergugat atau pengangkut seIaIu bertanggung jawab tanpa inelihat ada 

atau tidaknya kesalahan atau tidak melihat siapa yang bersalah. Dengan kata 

lain, di dalam prinsip tanggung jawab mutlak ini memandang kesalahan 

sebagai suatu yang tidak relevan tmtuk dipermasalahkan apakah pada 

kenyataannya ada atau tidak. 

Prinsip tanggung jawab mutlak ini di dalarn kepustakaan biasanya 

dikenal dengan istilah s?rict liability dan ubsoluie ltabilrt)?. Dari kedua istilah 

tersebut, beberapa pakar ada yang membedakannya, tetapi ada juga yang 

menyamakannya. 

Mieke Komar K.antaatmadja3' dalgan mengutip pendapat Goldie 

mempersamakan slrici liability dengan uhsoltlte liability. D o h ~ i n  ini berasal 

dari hukunl Anglo Saxon yang dikenal sejak kasus Ryland v Fletcher : 

''7'/7e L[~)ctrit~e of ' .slri~/ (or uh~olzite) liuh ility hus evolved ir~ mocierr7 
litttes in cerluin kind qf'srluution where injury hm been ccrused by un 
aclivily that is not wrongful bul gives rise to liahility even the absence 
qf'an allegatio?~ qf negligence or.fuult ... " 

Berdasarkan prinsip ini, pihak tergugat harus melnbayar seluruh 

kenlgian yang disebattkm oleh tindakannyq talepas d a i  bersalah tidahy a 

4' Mieke Komar Kantaalmadja Tnt?gqwz,q .lowah Dnlnm Pozcs,naran (Jdom, Litera 
Bandung, 1978. hlm. 14-1 5 



tergtigat. Akan tetapi, di dalam stricl liabiliiy selalu disertai dengan penentuan 

ceiling j\tmIah gat~ti tugi. Selain itu, dalam pri~lsip ini tidak dipetmasalal~katl 

adanya insur kesalahan, kesengajaan atau kelalaian, asal ada c u h p  

pernbuktian tentang terjadinya kerugian akibat perbuatan terLwgat. 

Menunlt Komar ~antaatmadja;" dalam tanggung jawab mutlak (srrici 

liul~ility) dirnungkinkan adanya hal-ha1 yang metnbebaskatl pemilik kapal 

imntuk membayar ganti ritgi. Selain itu, sistem tanggtmg jawab mutlak itu 

(sirici liabilily) mempunyai kekhususan dibanding dengan sistern tanggung 

jawab berdasarkan kesalahan (liability based on .fault). Pemb1lktian akan 

menjadi lebih sederhana dan relatif lebih pendek pada strict liahifity. Luas 

l i n * ~  g a d  rugi yafig dimungkinkan dibatasi, k m a  segi lain sirici liability 

ini adalah adanya suatu batas tertinggi @lqJi)ndceiling) dari jumlah ganti n~gi .  

Sehingga dapat. disjmpdkan bahwa karena sifat strict liabiliry yang khusus 

yaitu ~nengecualikan unsur umum ganti ntgi berupa adanya kesalahan 
, 

(pengertian yang luas) si pelaku, maka kepadanya juga dilekatkan hal-ha1 yang 

harus dilihat sebagai suatu kelompok (parcel) dengan kerugian-kerugian yaitu 

limilaiion of liability yang membuatnya menjadi suatu sistem ganti IU@ 

mutlak yang terbatas jumlahnya dan no liability dalam hal berlakunya 

pengecualian-pengecxalian terhadap asas slrict liabrlity ini. Kemudian dengan 

mem berikan contoh dalam ganti n ~ g i  pencemaran laut , Komm Kantaatmadja 

12 Mieke Komar Kantaatmadjn Gmti Ullgi Internnsionnl Pencemnrnn Minl~k di Lnu~, 
Alumni, Bandung. I O X 1 .  hlm. 74-76. Llhat juga Komar Kantaatmadja B u n ~ u  R a m p i  Hukttm 
Ifngkungon Internrrsionol, Alumni, Bandung, 1992. him 55-56. 



menyebutkan adanya kem~mgkinan pemilik kapal mempunyai tanggmg jawab 

sepenuhnya, yaitu yang biasa dikenal dalam hukutn gar~ti tinlgi pencemaran 

lam absolute liability yaitu dalam ha1 accider~t occurred as res-udt qf the actual 

fauli o r  privzty of the owner. 

Winfield, Friedman dm Mircea Mateesco Matte juga membedakan 

antara ahsoluie liahrlily dan strict liability dengan memperhatikan ada 

tidaknya kemungkinan untuk membebaskan din dari tanggung jawab. Di 

d a l m  sfricl liability dalam ha1 tertentu dimungkinkan adanya pembebasan 

tanggumg jawab, sedangkan di dalam absolute liability ha1 tersebut tidak 

dirn~n~kinkan .4" 

Namun demikian, menurut Bin  hen^^^ dalam kepustakaan berbahasa 

Inggris penggunaan istilah strict liability d m  absolufe liability) kadang- 

kadang juga no jaulr liahilify) sering tarnpak digumakan bergantian. 

Meskipun baik secara teoritis maupun p rahs  sulit dilakukan pembedaan yang 

tegas diantara keduanya, namun Bin Cheng menunjukkan adanya perbedaan 

pokok mtara kedua istiIah tersebut. b d  alam sfrici liability perbuatan yang 

~nenyebabkan kenlgian yang dituntut itu han~s dilakukan oolh orang yang 

bertanggmg jawab. Dengan perkataan lai.n, di dalam strict liability terclapat 

hubumgan kausalitas antara orang yang benar-benar bertanggung jawab 

U E. Saefullah Wiradipradja Op. f i t ,  Trn?ggu~~g.J~wob ... , hlrn.36-37 
44 Id.. Hlm 37-38 mengutjp Bin Cheng, 't.4 Rep!)! to C'hyqes qf Havjng inlcr Alia Mis~rc 

rhe term Absolute Liahili{t. in Relalion lo [he 1966 ltlontreal Inler-Carrier Agreemen! in hl4' Plea 
jbr an lnregrnred systenl qf Aviation f,iahr\f~" (19XI), ci Annals oj'dir and Space Imv,  hlrn. 3 
el.seq. 



dengdn ken~gian. Di dalam slricl liahilily semua ha1 yang biasanya dapat 

metnbebaskan tsu~gbwng jawab (ustral d~fettses) tetap diakui kecuali hal-ha1 

yang mengardh pada pernyataan tidak bewdlah (absence o f  .faull), karena 

kesalahan tidak diperlukan lagi, sedangkan ahsoltlle liability akan timbul 

kapan saja keadaan yang menimbulkan tanggmg jawab tersebut tanpa 

meinpermasaldikan oleh siapa dan bagairnana terjadinya kenlgian tersebut. 

Dengan demikian, di dalam absolufe liability ti&& diperlukan hubungan 

kausalitas, dan hal-ha1 yang dapat membebaskan tanggung jawab hanya yang 

dinyatakan s e m  tegas. Kemudian Bin Cheng memberikan contoh dari 

konvensi yang baik secara tegas mauptm diam-diarn meinberlakukan ubsoltrte 

liabiiity dengan menyebutkan secara khusus ha1 yang dapat membebaskan 

tanggung jawab, seperti Konvensi Roma 1 952 (Damage Cuzlscd by Foreign 

AircruJi to Third Parties on rhe Sur$ace), Konvensi Bn~ssels 1962 (The 

liability of operators qf nzrclear ships), Konvensi Wina 1963 (Civil Liability 

$or Nuclear Damage), dan Montreal (Interim Agreement) 1966. 

Pandangan lain dikemukakan oleh Sekretariat Komisi Hukum (Legal 

Cornmillee) Interna~ional Civil Avialion Organizalion (JCAO) yang 

menyatakan, bahwa penggunaan istilah ahsolzrte liuhility tidak tepat apabila 

masih diperbolehkan adanya perkecuaiian, dan tanggting jawab dernikian lebih 

tepat menggunak& strict liab ility. Namun di lain pihak mereka menunjuk 

pada Konvensi Roma- 1 952 yang sudah m u m  dikenal memberlalnlkan prinsip 

uh.solnle liabiliy, yang sebenarnya inemperkenalkan hal-ha1 tertentu untrlk 

membebaskan diri dari tanggimg jawab. 



E. Saefirllah wiradipradja4j menyimpulkan bahwa tidak ada ukuran 

yang pasti dalam membedakan istilali strict liability dengan ah.sol~tte liability. 

Namun terdapat indikasi yang diterima i1mim, bahwa di dalarn strict liability 

pihak yang bertanggung jawab dapat membebaskan diri berdasarkan sernua 

alasan yang sudah umum dikenal (cc>nvenlional defence). Sedangkan di dalam 

absolzrte liability alasan-alasan utnum pembebasan tersebut tidak berlaku, 

kecuali swara ~ ~ X I S I I S  dinyatakan dalam instrzrmen tertentu (konvensi, undang- 

undang dan sebagainya) dan tanggung jawab akan timbul begitu kemgian 

terjadi tanpa mempersoalkan siapa penyebabnya dan bagaimana terjadinya. 

Prinsip tan~gung jawab mutlak ini dalam I~ukum penganghtan udara 

intemasional pertamad kali diterapkan dalam Protokol Guetemala City 1971. 

Pasal 17 ayat (1) Konvensi Warsawa-Hague-Guetemala menyebutkan : 

The carrier is liable for damage smsluined in case ofdeulh or personal 
injury of passenger upon condition only thal event whicli, caused the 
death or injury tookplace on hoard the aircruji or in the course of any 
of the operation of embarkrng or disembarking. However, the carrier 
is not liable ? f  the death or injury resulted solely ,fmm the state of 
health qf'the passenger. 

Protokol Guetemala City ini juga lnenghapuskan ketentuan yang dapat 

membebaskan tanggung jawab pengangkut yang diatur dalam Pasal 20 ayat 

(1) Konvensi Warsawa 1929. Pengangkut hanya dapat membebaskan 

tmggung jawabnya, jika ia dapat membuktikan bahwa kematian atau Iuka- 

lukanya penumpang semata-mata disebabkan oleh keadaan penumpang sendiri 

atau kenrgian itu t\mnlt disebabkan kesalahan penurnpang sendiri atau ken~gian 

itu tunit disebabkan kesalal~an penutnpatig setidiri (co~~trihzrtory ndigence).  



Dengan diterapkannya ubsolule lruhility ini, pengangkut wajib memberikan 

santunan kepada korbari tanpa mempermasalahkan apakali pengangkut 

melakikan kesalahan (kelalaian) atau tidak. 

Kernudian yang berkaitan dengan tanggtmg jawab dalam 

pengangkutan kargo juga dilakukan penibahan dalam Protokol Montreal 

Nornor 4 Tallun 1975. Perubahati terpenting yang dilalcukati Protokol 

Montreal Nomor 4 ini adalah digunakannya prinsip tanggtmg jawab mutlak 

dan limit tanggung jawab yang tidak dapat dilampaui (z~nbreukable). 

Walal~pun telah digunakan prinsip tanggtmg jawab mutlak, Pasal IV Protokol 

Montreal Nomor 4 ini me~nberikan hak kepada pengangkut untuk 

membebaskan diri dari tanggtmg jawab kargo jika ia dapat membuktikan : 

1. Cacat bawaan (inherent dcfici), kualitas atau sifat bunlk dari kargo; 

2. Kenlsakan dalam pengepakan buckrng) yang dilakukan oleh orang bukm 

pengangkut atau pegawai atau agennya; 

3. Peran atau konflik bersenjata; 

4. Tindakan penguasa sehubungan dengan masuk, keluar dan transit kargo. 

Beberapa penulis berpend.dpat, bahwa dengan dirnas~~kkanya cara 

pembebasan diri (defenses) lnenyebabkan prirlsip tanggung jawab yang diatilr 

dalam Protokol Montreal Nomor 4 dalam beberapa ha1 berbeda, bahkan 

bertentangan dengan prinsip tanggtmg jawab mutlak yang diterapkan dalam 

Protokol Guetemala City. Menun~t mereka banyaknya pengecualian 

(exceprrons), seolah-olah hotokol Montreal Nomor 4 kernbali para prinsip 

presurr~plzon qf liuhzlzty. 



M ~ L I I Z I ~  Nicolas Mateesco Matte, dengan banyaknya pengewalian 

tersebut di atas, rnaka harnpir tidak jauh berbeda dengar] rejiln tatiggung jawab 

yang dianut Konvensi Warsawa 1 929.4"engan banyaknya pembelaan yang 

dapat dilakukan pengangkut, berarti tujuan penerapan prinsip tanggung jawab 

mutlak kurang tercapai, karena tujuan penerapan prinsip tanggung jawab 

~nutlak adalah urituk proses ganti nlgi kepada pengbwgat. 

Dalam ha1 tangBmg jawab pengangkit terhadap pentmpang, Montreal 

Agreement 1966 juga menganut prinsip tanggung jawab mutlak, karena di 

dalam agreement ini diperjanjikan, bahwa penganghlt tidak akan 

memperbwnakan haknya untuk membela din badasarkan Pasal 20 ayat (1) 

Konvensi Warsawa 1929. 

Apabila diperhatikan falsafah dig~makannya prinsip tanggung jawab 

atas dasar praduga yang diginakan Konvens~ Warsawa adalah tmnlk 

melindungi pennahaat~ angkutan udara yang masih dalarn taraf awal. Falsafah 

demikian it11 tentirnya sekarang ini stldah tidak dapat diterapkan la@ 

mengingat perusahaan-perusaham angkutan telah berkembang rnenjadi 

penlsahaan yang sangat kuat, dan posisi ekonomis penganghut ndara jauh 

lebih kuat dari pengguna jasa anghxtan udara secara individual. Kondisi 

teknologi penerbangan sendiri makin canggih yang rnarnpu rnenailckan 

keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa angkutm udara. 

Selain itu, jika dikaitkan dengan kehidupan dewasa in1 yang menuntut 

kecepatan dan kepi-aktisan dalaln rnenyelesaikan suatu masalah, termasuk 

Jh Nicolas Maleesco Mane, Trmtise 0 1 1  Air-.-lerr~t?n~~~iL.nl I.nw. McGill, I98 I .  him. 486 



penyelesaian santlman dalam penganghitan udara, maka penerapan prinsip 

tanggung jawab tetitu tidak terelakkai. 

Penerapan prinsip tanggilng jawab mutlak cukup memberikan 

perlindtmgan proporsional baik bagi pengangktd maupun pengguna jasa 

angkutan udara (konsumen), karena sehagai imbalan ditel-apkannya prinsip 

tangbwng jawab mutlak tersebut kepada perlgarigkut diberikan batas jumlah 

tanggirng jawab pengangkut yang tidak dapat dilampa~ri (ut~breakable) dalam 

keadaan apapun, dan pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya 

bila terbukti bahwa kecelakam'lcenigian tersebut disebabkan karena keadaan 

kesehatan penumpanp atau adanya keikutsertaan korban sendiri dalam 

menyebabkan timbuhya kecelakaankerngran (contributory negligerzce). 

SeIain itu, bagi korban atau ahli warisnya akan lebih terjamin untuk 

memperoleh sanhman atas kenlgian yang dideritanya, dan proses 
I 

pembayarannyapun. relatif lebih pendek.47 

D. Dokumen Dalam Pengangkutan Udara 

Dokumen pengangktitan udara men~pakan dokumen yang diberikan 

penganghit kepada penurnpang atau pengirim barang (kargo) sebagai bukti 

adanya perjanjian pengangkutan udara atau sebagai btkti pembayarannya. 

Ketentuan mengenai dohmen pengangkutan udara baik dalam 

Konvensi Warsawa-The Hague sangatlah ketat. Dokwnen pengangkutan udara 

selain rnerupakan bukti perjanjian pengangkutan udara jilga berkaitan 



langsimg dengan masalah langgung jawab penganghit. Di dalam doh~lrnen 

tersebut di~nuat Syarat-Syarat Peqanjia~~ Pengangkutan (genet-ul cottditzon of 

contract). Bahkan ada sanksi yang ditetapkan Konvensi Warsawa dan OPU 

jika pengangkut tidak memberikan dokumen tersebut. Misalnya Pasal 3 ayat 

(2) Konvensi Warsawa jo Pasal 5 ayat (2) OPU menenhkan, bahwa jika 

pengatigkut tidak rnernberikan tiket penunlpatlg kepada penurnpang yang 

diangkumya, pengangkut tidak berhak menggunakan ketentuan pembatasan 

tanggung (frmitation of frabrlrty) yang diatur dalam Konvensi atau OPU. 

Bab II  Konvensi Warsawa jo Bab 11 OPU menentukan macam-macam 

dokurnerl pengangkutan udara, yaitu . 

1 .  Tiket Pen~rmpang (Passenger Ticket) 

2. Tiket Bagasi (Baggage Ticket) 

3. Siuat Muatan Udara (A ir Consignmen1 Nole) 

Ad. 1 Tiket Penumpang (P(~ssenger Ticket) 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, tiket penurnpang bukan syarat 

mutlak perjanjian udara, tetapi hanya merupakan tanda bukti telah ditutupnya 

perjanjian pengangkit an udara. Pasal 5 ayat ( I ) OPU mengatur mengenai apa 

saja yang harus ditnuat di dalatn tiket penurnpang, yaitu : 

1. tempat dan tanggal pemberangkatan; 

2. tempat pemberangkatan dan tempat tujuan; 

3.  pendaman yang direncanakan di tempat-tempat antara tempat 

peinberangkatan dan tujuan dengan mengingat hak pengangkut udara 



untuk mengajukan syarat, bahwa ia bila perlu dapat mengadakan 

peiubahatl-perubahan dalam pendaratan-pendaratan itu; 

4. nama d m  alamat pengangkut atau pengangkut-pengangkut ; d m  

5. pemberitahuan, bahwa pengangkutan udara tunduk pada ketentuan 

mengenai tanggimg jawab yang diatiir oleh OPU atau Konvens~ Warsawa. 

Dari ketentuas Pasal 5 ayat (1) OPU, penyebutan nama penmnpang 

dalam tiket penumpang tidak diwajibkan. Akan tetapi di dalam p r h k ,  nama 

penurnpang selalu disebutkan di dalam tiket penumpang, dengan maksud 

untuk mengetahui identitas penurnpang y ang bersanglptan, tenltmna apabila 

terjadi kecelakaan (accident) yang akan lneni~nbulkan masalall tanggung 

jawab pengangkut. 

I3 dalarn syarat-syarat pqanjian pengangkutan udara selalu 

disebutkan, bahwa tiket penurnpang itu hany a dapat dipergunakan oleh orang 

yang narnatlya tertera di atasnya dan tidak dapat dipergunakan ole11 orang lain, 

penumpang menyetujui bilamana diperlukan pengangkit dapat memeriksa 

apakah tiket ini benar-benar dipakai oleh yang berhak. Jika tiket ini 

dipergimakan atau dicoba dipergunakan oleh orang yang lain daripada yang 

natnanya tercantuin dalarn tiket, maka pengangkut ber-hak untuk metiolak 

mengangkilt orang ini serta pengangkutan dengan tiket ini lnenjadi batal. 

Ad. 2 Tiket Bagasi (Bugguge Ticket) 

Tiket bagasi menlpakan tanda bukti penitipan barang yang nantinya 

apabila penurnpang yang bersangkxtan trlrun dari pesawat yang 

ditilinpanginya di teinpat tijuan, bagasi akan din~inta kembali. Dipandang dari 



segi pel-janjian angkutan udara itu sendil-i, perjanjian penitipan bagasi ini 

tennasuk perikatan tarnbahan (ucces.~oiw verhinlertn) 

Pasal6 ayat ( 1 )  OPU menyebu~tkan, bahwa harus dibuat dalam rangkap 

dua, satu untik pengangkut udara dm yang satinya lagi untuk penumpang 

yang memiliki bagasi tersebit. Kemudian Pasal 6 ayat (4) menyebutkan apa 

saja yang harus dimuat dalaln tiket bagasi tersebut : 

I .  tempat dan tanggal pemberian; 

2. ternpat pemberangkatan dm tempat tujuan; 

3. nama dan alamat pengangkut at at1 pengangkut-pengangkut ; 

4, nornor tiket penumpang; 

5. pemberitahuan bahwa bagasi akan diserahkan kepada pemegang tiket 

bagasi; 

6. berat dan jumlah bagasi; 

7. harga yang diberitahukan oleh penurnpang sesuai dengall ketentuatl Pasal 

30 ayat (2) OPU; dan 

8. pemberitahuan bahwa pengangkutan bagasi ini t~mduk pada ketentuan- 

ketentuan mengenai tanggmg jawab yang diatur OPU d m  Konvensi 

Warsawa. 

Di dalam praktik, tiket pentunpang dan tiket bagasi dibuat menjadi satu 

dokumen angkutan yang disebut 'Yiket dan bagasi" (passenger and baggage 

ticket). Praktik yang dernikian lhl lnemang tidak ada larangannya, hanya saja 

perlu diperhatikan, balthwa semua persyaratm yang ada h m s  dipenuhi. 



Ih dalam praktik pada bagasi tercatat dijumpai pula apa yang disebut 

claimtag. C.'faimtag ~nerupakan potongan label yang diikatkan pada bagasi 

tercatat d m  mernp~myai nomor init serta dipaka1 sebagai identifikasi bagasi 

tercatat. Secarik kertas mernpunyai arti yang sangat penting, karena dengan 

claimlug itu~lah bagasi dapat di~ninta u~ntuk diserahkan di ternpat tujuan. 

Untuk mencegah kesalahpahaman di dalam praktik, rnaka pada label 

itu semestinya dicantumkan, bahwa label tersebut bukanlah tiket bagasi yang 

dimaksud OPU dan Konvensi Warsawa. 

OPU dan Konvensi Warsawa tidak mengahw masalah bagasi tangan di 

dalan angkutan udara. Untuk bagasi tangan i111 pull tidak diberikan tiket 

bagasi tangan. Hal tersebut dilakukan karena bagasi tangan selama 

pengangkutan udara itu tetap berada dalam penguasam penumpang sendiri. 

Ad. 3. Surat Muatan Udara (Ainurry Biit) 

Menurut Pasal 7 ayat (1) OPU apabila seorang penumpang &an 

mengirimkan muatan atau kargo dengan pesawat udara, sedangkan ia sendiri 

tidak tumt dalarn pengangkutan itu, maka pengangkut berhak imtuk ~neminta 

pengirim kargo membuat Surat Muatan Udara. Pengirim pun berl~ak untuk 

meminta pengangkttt imtirk menerima Surat Muatan Udara tersebut. 

Menurut Pasal 8 OPU, Surat Muatan Udara yang dibuat oleh pengirim 

dalam rangkap 3 dan diserahkan bersama dengan barangnya. Lembar tersebut 

adalah : 

1 . lelnbar pertalna 1n:muat kata-kata "untuk pengangkut" dall ditandatangani 

oleh pengirim; 



2. lembar kedua memuat kata-kata "u~ntuk penerima" dan ditandatmgani oleh 

pengirim dan pengangkut atau agen, dan dikirim bersamaan dengan 

barangnya; dan 

3. lembar ketiga ditandatangiu~i oleh pengangkut atau agennya, dan setelah 

barangnya diterima diserahkan kepada pengirim. 

Dali ketentuan tersebut di atas, terlihat bahwa yang mengeluarkan 

Swat Muatan Udara itu adalah pihak pengirim barang. Akan tetapi di dalam 

praktik dewasa ini, dalarn pengangkutan barang melalui udara, pengangkut 

tel ah menyiapkan blangko (y ang sudah dicetak) swat muat an udara. Jadi, 

apabila pengirim akan mengirimkan barang inelalui udara t~dak perlu lagi 

membuat arrat muatan udara senchri, tetapi justru akan menerima surat muatan 

udara dari pengangkut. 

Di dalam praktik surat muatan udara yang telah disiapkan pengangkut 

tersebut dibuat dalam 7 helai atau rangkap yang terbagi dalam lembaran- 

lembaran : 

1. lembar hijau untuk borderel muatan; 

2. lembar pink untuk pengirim bara~ig; 

3. lembar biru untuk penerima barang; 

4. lembar kuning tmtuk lampiran cargo nian!f?sf; 

5. lembar putih ttntuk station tiljuan, 

6. lembar putih untuk al-sip agen; dan 

7. lembar-lembar unhtk station asal. 



Surat muatan udara menuuxit Pasal 10 OPU hams memnat hal-hal 

sebagai berikut : 

1. ternpat dan tanggal surat muatan udara dibuat; 

2. tempat pemberangkatan dan tempat tijuan; 

3 .  pendaratan-pendaratan yang direncanakan di tempat-tempat diantara kedua 

tempat tersebut, dengan mengingat hak pengangkut untuk mengajukan 

syarat, bahwa perlu ia dapat mengadakan perubahan dalam pendaratau- 

pendaratan itu; 

4. nama dan alamat pengangk~it pertama; 

5. nama da11 alamat pengirim; 

6. nama dan alamat penerima barang, bila perlu; 

7. macam barang; 

8. jumlah, cara pembungkusan, tanda-tanda istimewa atau nomor barang, blla 

ada; 

9. berat #an jumlah atau besar atau t~kuran barang-barang; 

10. keadaan luar barang-barang dan pembukusannya; 

11. beaya penganghitan itdara, jika diten(ukan dengan perseti~juar~, tariggal 

dan tempat pembayaran dan orang-orang yang harus membayar; 

12. jika pengirima~ dilak~kan dengan dijamin pembayaran, harga barang- 

barang dan jumlah biaya, bila ada; 

13. jurnlah nilai barang yang dinyatakan sesuai de~~gan ketentuan Pasal 30 

ayat (2) OPU; 

14 dalarn rangkap berapa surat intiatan udara dibuat; 



1 5. surat-surat yang diserahkan kepada pengangkut inhtk meny ertai barang- 

barang; 

16. lananya pengangkutan udara dan petunjilk ringkas tentang nlte yang akan 

diternpuh, bila tentang ha1 ini telah dicapai suatu persetujuan; 

17. pemberitahuan bahwa pengangkutarl ini tiutduk pada ketentuan-ketentuan 

mengenai tanggmg jawab yang diatur dalam OPU dan Konvensi 

Warsawa. 

Sehubimgan dengan pengiriman barang melalui ildara ini, Pasal 11 

OPU menentukan pengirim bertanggung jawab mengenai kebenam 

pemberitahuan dan keterangan mengenai barang yang dinyatakannya di dalarn 

surat muatan udara. Pmgirim bertanggilng jawab imtuk sernua kerugian yang 

diderita oleh pengangkut atau pihak lain sebagai akibat dan' pemberitahuan 

dan keterangan yang k x m g  teliti, salah atau tidak lengkap. 

Pengirim juga menumt Pasal 12 OPU wajib memberikan keterangan 

dan menyertai surat muatan udara dengan surat-swat yang diperlukan pada 

penyerahan barang kepada penerima untik memenuhi persyaratan pabean, 

pajak atau polisi. Pengirim bertmggung jawab terhadap pengangkut mengenai 

kerugian sebagai akibat tidak adanya, tidak lengkapnya atau tidak telitinya 

keterangan surat-surat, kecuali bila ada kesalahan pada pengangkut atau orang 

yang dipekerjakan oleh pengangkit s e h i i b i n p  dengan pengangkutan barang 

ini. Sehiibungan ini pula, pengangkut tidak wajib meineriksa kebenaran atau 

tidak lengkapnya keterangan dan surat-surat tersebut. Silrat muatan itu sendiri 



menurul Pasal 14 OPU bei-fi~ngsi sebagai bulkti perjanjian pengangkutan 

udara, dan sebagai bukti penerimaan barang. 

Apabila di dalam KUHD, surat muatan atau konosemen (hrll oflading) 

dapat digolongkan sebagai surat berharga (apabila konosemen tersebut 

berklausula atas pengganti atatr atas pernbawa), di dalam OPU dan Konvensi 

Warsawa tidak terdapat ketentuan yang tegas, apakall surat tnuatat~ udara 

dapat dijadikan sebagai surat berharga yang dapat dtperdagangkan. 

Artikel IX The Hague t'rotocol menyebutkan, bahwa ketentuan The 

Hague Protocol tidak menghalangi pengangkut nnhlk memberikan sul-at 

muatan udara itu termasuk surat berharga dan dapat diperdagandta~tl. 

Akm tetapi di dalam praktlk ~11tu.k menghrndari Eretidaktegaau 

tersbeut oleh perusa'laan penerbangan (pengangkut) sendiri dihindari siuat 

muatan udara sebagai surat berharga dengan mmcantumkan kata no2 

negortable pada swat muatan udara tersebut. Bagi seorang pengangkut, surat 

muatan udara yang dapat diperdagangkan mempunyai efek yang mu~nglrin 

menlgikan, yaitu dari segi tanggumg jawab pengangkut, karena apabila barang 

kiriman terlalu lama di tal~an menunggu lakuny a silrat inuatan tersebut, jangka 

waktu tanggung jawab pengangkut akan lebih lama pula, dan juga 

rnemungktnkan timbulnya kerusakan pada barang tersebut4' 

4x E. Suherman. h4n~vnlnh Inng'y?~n,q .bwx~h IJnu'n Chnurer Pesn,rlol (Idnra don Beberap 
Mnsnlclh I n l n  dolam N~dcmg Pcncrbatzgan. Alumni. Bandung. 1979. hlm. 93 



BAB 111 

TANGGUNC, JAWAB PENGANGKUT TERHADAP K.ESELAMATAN 

BARANG (-GO) DALAM PENGANGKUTAN UDARA DOMESTTK 

A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Keselamatan 

Barang (Kargo) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 

Dalam kepustakaan terdapat berbagai istilah unhk menyebut benda 

yang diangkut yaitu goods, merchandise dan cargo. Dalarn pengangkutan 

udara berarti segala sesuatu benda-apapun jenisnya, yang diangkut dengan 

pesawat, selain benda-benda pos, bagasi tangan, dan bagasi tercatat." 

Dalam teks asli Konvensi Warsawa diginakan ~stilah ntercharjdrse 

yang mencakup segala benda yang dapat menjadi obyek transaksi komersial 

sehingga may at tidak lermasuk dalam kategori ini. Dalam versi bahasa Inggris 

digtmakan istilah goods yang mencakup obyek yang rnuminirte yaihl benda 

mati; sehingga bmatang hidup tidak tercakup dalam pagertian goods. 

Pengertian di atas hanya memberi batasan pada benda hidup dan benda 

mati yang dapat menjadi obyek transaksi komersial, sehingga mayat tidak 

tercakup dalam keduanya. 

Dalam kasus Djedraout v Tnmf.sfer, Pengadilan Perancis menyatakan 

bahwa mayat tidak termasuk atau Odak dapat dikatagorikan sebagai 

4' Dalam Konvensi Warsawa 1929 dan Konvensi Montreal I999 tidal; ditemukan definisi 
Kargo. Tetapi dapat ditemdm dalam Genernl Ci~ndirion of Cunfrcrct IATA. Pasal 1.4 



merchundise, meskipun ongkos kirim dapat dikalkulasi berdasarkan para berat 

atau ditnensi. 

Istilah kargo, men~lrut Pen gadilan Banding di Amerika Senkat dalam 

kasus Ilelton v Delta Airlines, 7 April 1976 mernpunyai arti ymg mencakup 

animate dan ununirnate (benda hidup dm tidak hidup) yang berarti mencakup 

pula binatang hidup, dan menilrut Pengadilan Banding Texas, dalam perkara 

Compton v American Airlines dinyatakan bahwa mayat termasuk kargo. 

Dari putusan pengadilan tersebut ternyata ada perbedam tentang 

klasifikasi mayat, satu pihak memasukan sebagai kargo, di pihak lain tidak 

memasukmnya. Hal tersebut sebagai konstnrksi terhadap kekosongan hukum 

dengan memperhatikan pada aspek lain. bagi pengadilan Perancis, apabila 

menyamakan atau memasukkan mayat sebagai merchun~iise mernp~mnyai 

konsekuensi sebagai benda ymg dapat diperjualbelikan, padahal perlakuan 

demikian merupakan pelanggaran terhadap ketertiban umum. 

Adanya permasalahan in] berawal dari tidak adany a penjelasan tentang 

arti merchandise dalam Konvensi Warsawa Berbeda dengan da lm Konvensi 

di bidang pengangkutan hut, darat dm kereta api yang memberikan 

penjelasan arti istilah gooh. 

Di bidang pengangkutan Iaut rnisalnya, l'he tfagzie Rules, 1924, 

memberi batasan sepanjang hendu-hendu ~na t i ,  sedangkan The Hamburg 

l<ule.s, 1976 mengartikan goods mencakup benda hidup dan benda mati; jadi 

terrnasttk binatang hidup. 



Akhir-akhir ini dalam Konvensi mengenai pengangkutan ~tdara ada 

kecenderungan untuk selalu menggunakan kata kargo. Sebaliknya, Indonesia 

dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan 

menggunakan kata barang5". Namun dernikian, undang-undang tersebut hanya 

memuat atwan pokok tentang penerban gan bukan pengangkutan udara, 

sehingga dalam penmdang-undangan tentang pengangkutan udara yang akan 

datang perlu mendapat pertimbangan untuk menggunakan jstilah kargo karena 

berbagai alasan. Pertama, kargo mmlpakan istilah yang bersifat lebih netral; 

Kedua, adany a kecendmgan penggunaan dalam konvensi-konvensi tentang 

pengangku tan udara; d m  Ketiga, lebih dikenal oleh masyarakat baik oleh 

perusahaan-perusahaan pengangkutan maqun oleh awam. 

Penggunaan ir;tilah kargo ini telah diterirna secara internasional yaitu 

dalam Konvensi Montreal 1999, walaupun Konvensi ini belum berlaku karena 

belum terpenuhinya ratifikasilaksesi negara peserta Konvensi. Begih~ juga di 

Indonesia, melalui PP No. 40 Tahun 1995 dalam pengangk~ban udara 

digunakan kata kargo.51 

Dok~~men yang digunakan dalam pengangkutan kargo udara dikenal 

dengan air wayhill atau swat kargo udara5"yang hants berisi 18 elemen 

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Konvensi Warsawa 1929. Dari 18 elemen 

itu yang terpenting adalah elernen a.s.d.i dan q. Tetapi ~mntuk penerapan 

Konvensi, dalam kasus Kra ~ t s  v U M ,  pengadilan menetapkan yang terpenting 

-- 
5 0  Pasd 34 q a t  ( 1 )  sub b 
51 Lihat Pasal I angka 1 
5: Dalam Ordonansi Nomor 100 TAun 1'339 dirumuskan dengan surnt rrluatnn u d m .  



adalah Pasal 8 c karena i t~~lah yang akan menmtukan apakah suatu 

pengangkatan itu tunduk pada Konvensi atau tidak.53 

Fungsi swat kargo udara adalah wtuk dapat diterapkannya Konvensi. 

Hal ini menlpakan kompromi dari drla kehendak yaitu kehendali pertama 

berpendapat bahwa untuk melil~dungl para p~hak dalam pengangkutan harus 

dengan surat kargo udara, dan kehendak kedua berpendapat bahwa untuk 

melindungi kepentingan para pihak, diserahkan kepada para pihak sendiri 

yaitu d e n p  cara pengirim membuat surat kargo d m  ditandatangani oleh 

pengangkut. Maksud Konvensi menyaahkan pembuatan atau pengisian surat 

kargo udara kepada pengirimU agar terjamin akurasinya karena pengirim 

dianggap paling mengetahui tentang kargo yang dlkirimnya. Oleh karena ini, 

ketidak-akuratan sha t  kargo udara menjadi tan ggung jawab pengirim. 

Dalam ha1 su;at kargo dibuat oleh pengangkut atau agennya apabila 

terjadi kesalaban atau keterangan yang berbeda maka tanggmg jawab 

pengangkut akan lebih besar karena segala keterangan dianggap benar. 

Swat kargo udara selain diakui sebagai prrma facle adanya kontrak, 

penyerahan kargo dam penerimaan persyaralan perjanjian, juga men~pakan 

instn~ksi kepada pengangkut diman a dan kepada siapa kargo diserahkan d an 

siapa yang &an membayar. Dalam prakiik s~r rd t  kargo udara sudah 

distandarisasikan sehingga para plhak harnpir tidak mungkin membicarakan 

persyaratan kontrak. Dengan demikian, kontrak itu menjadi kontrak baku atau 



standard-form contract.j5 Namtm, surat kargo udara bukan merupakan syarat 

mutlak adanya ko~~trak pengangkutan, hanya sebagai alat pembuktian adanya 

kontrak." 

Bag pengangkut, menerbitkan surat kargo udara bukan merupakan 

kewajiban tetapi menipakan hak. Namun, secara sepintas hak ini mempunyai 

konsekuensi yang merugikan pengangkut bukan memgikan pengirim. Oleh 

karenanya, penggunaan kata hak (rrghf) dalam ketentuan tersebut tidak tepat 

karena dengan penggunaan kata hak mengandung konsekuensi bahwa atribut 

hak adalah dapat menolak. Padahal, kalau pengangkut menolak menerirna 

surat kargo udara yang dibuat pengirim ada kemungkinan terkena tanggulg 

jaw ab tak terbatas (unlimited liability), atau muinbin terkena hu~kum nasional 

seperti dalam putusan pengadilan Banding Paris yang menetapkan h~ikum 

nasional dalam pengangkutan kargo udara tanpa swat kargo tidara. Sebaiknya 

pengangkut baru dikenai sanksi seperti tersebut apabila menolak 

menandatangani surat kargo udara yang dibuatldiisi pengrim 

Ada d m  hal yang agar berbeda dengan Konvensi yaitu tentang 

perjanjian kelambatan dan Pasal 24 d m  25 tentang persyaratan tmtuk adanya 

tanggung jawab pengangkut. 

5 5  StnncInrd ji~rm conlrocl atau kontrak baku dapat diartikan sebagai konlrak yang 
persyaratannya telah ditentukan oleh setu pihali. mengenai keabsahan dari kontrak baliu, lihat Toto 
Tohir, l'erkemhnngnn ,Stot~dcir I.bm C'otztraa don hfo.snlnlz Kehehasnn Herkontrak, Mimbar No. 1 
T&un V, 1988, hlm. 43 

56 Pasal 3 ay?t (2) Konvensi 



Tmggtlng jawab pengangkul untuk kelarnbalan dalam Ordonansi 

berbeda dengan dalam Konvensi yaih~ Pasal 28 Ordonarlsi menenh~kan 

pengangkut bertangpng jawab lerhadap kelambatan jika tidak ada 

persetujuan lain, sedangkan dalarn Konvensi sama sekali tidak ada Mausul 

seperti itwS7 

Ketent~rarl ordonansi tersebut sering digunakan ole11 pengangkut urltuk 

membuat suatu klausul dalam dokumen paIgCmgktlVdn y ang meny at akan 

bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kelambatan. Dengan 

bentnk doktunen angkutan yang sudah slandar, dan biasanya dimak oleh 

pengangkut, klausul semacam itu menjadi kontrak baku (standard .form 

coniraci) ymg tidak memberi kesempatan kepada pengirim ~mt~ ik  melaku~kan 

tawar menawar. Secara formal persetujuan demikian tetap mengrkat kedua 

belah pihak. Semmlara ilu, dalam pengangk\rtan kargo yang membual SKU 

bukan pengangkut tetapi pengirim sehingga memberi kesan yang 

menghendaki klausul pembebasan tanggtmg jawab seolah-olah pengrim. Oleh 

karena itu, pengangkut sudah pasti akan menerima klausul itu karena sangat 

menguntungkan baginya.5"erbedaan lainnya yaitu adanya Pasal 25 untuk 

pengangkutan kargo yang rnensyaratkan adanya "hzlkt~ngan dengan 

pengartgkutan ua'nra". Adany a sy arat ini lebih mempersempi t tanggung jaw ab 

" Ini rnerupakan ketentuan yang bertolali belakang dengan jiwa Konvensi karma 
Konvensi sendiri melarang adanya pejanjian yang niembebaskan tangsung jawab pengangkut. 
Bandingkan, E. Saefullnh, Op.Cit ,  hlm. 72 

58 Lihat. Tolo Tohir, Tclnggung Jn~.'nh I'engrrngkur ~ e r h c ~ ~ l ~ r p  K~lrgO d~ilnm Yengangku~ 
Kurgo dnlael Hukum i'engnrzgkurur~ (Idaru, Thesis, lidak dipublikasikm. Pasca Sarjano-Unpnd. 
1992 



pengangkut menurut Ordonansi dari pada menumt ~onvens i '~  karena dalam 

Pasal 18 tidak ada persyaratan demikian. Oleh karena itu, pengangkut 

domestik Indonesia lebjh djuntungkan dalam beban tmggung jawab terhadap 

kargo karena alasar, yang dapat membebaskan pengangkut dari tanggung 

jawabnya menjadi bertambah dengan adanya kehanlsan adanya hnbwgan 

dengan pengangku~tan udara. 

Menuuut Konvensi, seorang pengangkut bertanggung jawab atas 

kerugian yang menimpa kargo asal kerugian itu terjadi selama pengangkutan 

udara, tetapi menurut Ordonmsi selain syarat tasebut masih hams ada syarat 

lain yaihi kenigian ihi h a m  ada hubungan dengan pengangkutan udara. 

Dengan demikian apabila terjadi kerugian yang menirnpa kargo tetapi tidak 

ada hubungan dengan penganghmtan maka tidak menimbulkan kewajiban 

int ik  bertanggung jawab bag pengangkut . Namun demikian, karena prinsip 

tanggung jawab sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 

dan PP Nomor 40 Tahun 1995, maka hal-ha1 yang berhibumgan dengan 

pembuktian kesalahan pengangkut menjadi tidak penting lagi. Dengm 

pernyatm lain, syarat hants adanya hubungan dengan pengangkutan udara 

tnenjadi tidak berlaku untuk adanya tanggrng jawab pengangkut. 

Tanggung jawab penganghit untuk kelambatan dalam Ordonmsl 

berbeda dengan dalam Konvensi yaitu Pasal 28 Ordonansi menentukan jika 

tiduk udu persetujuun luinM"pengangkit bertanggnng jawab, sedangkan dalam 

'' Untuk pengangkutan orang. Lihat E.  Saefullah. Reherop M m l n h .  Op. .(?it. hlm. 18-1 9 
60  lnilah ketentuan yang paling tidak sejalan dengan jiwa Konvensi. karena Konvensi 

sendiri melarang adanya perjanjian yang membebaskan tanggung jawab. Bandingkan, E. 
Suhermm, Op. Cii: hlm. 72 



konvensi sarna sekali tidak ada klausul seperti itu; jadi prinsip langgnng jawab 

pengangkut menunrt ko~ivensi sarna dengan dalam pengangkutan penurnpang 

yaitu tangg~mg jawab atas dasar praduga. h n s i p  ini tetap dipertahankan pada 

Protokol Montreal 1975 Nomor 4 dan Konvensi ~ o n t r e a l . ~ '  

OIeh karena it a, dalam undang-undang penganhnan udara yang akan 

datang, prase yang memungkinkan adanya perjanjian yang membebaskan 

tanggung jawab pmgangkut harus dihilangkan. 

Sementara ity dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 prinsip 

tanggtmg jawab unhk kelambatan nasih tetap menganut prinsip tanggung 

jawab atas dasar praduga.62 Hal ini sudah tepat karena kelambatan merupakan 

pelanggaran kewajiban y ang timbul dm perjanjian pada derajat kedua, artinya 

kewajiban. dipenuhi tetapi. tidak sebagaimana mestinya dm keiambatan. sering 

terjadi sehingga apabila prinsip tanggung nuilak yang digunakan akan sangat 

memberatkan pengangkut. 

B. Ganti Rugi Yang Dapat Diberikan Oleh Pengangkut 

Jumlah gmti n ~ g i  mentmlt Ordonansi adalah Rp. 250 per Kg sebagai 

penerjemahan langsung dm 250 gulden" ssuatu jumlah yang sangat tidak 

berarti apabila diukur dan nilai nipiah saat ini. Dan itu, banyak mtmcul 

perhittmgan-perhitungan y ang berdasar pada kurs nlpiah terhadap dolar 

Amerika yang sesunggtlhnya sarna-sama bukan penerjemahan resmi. 

61 P a d  V Protokol 
62 Pasal40 sub c 
b3 Penerjemahan ini menurut hemat penulis. leb~h didasarkan pada kenyataan bahw di 

Indonesia tidak ada Iagi gulden dan juga rasa nasionalisme 



Kemltdian i-tahnn 1991 Menteri Perhnbungan menyehijni jnmlah ganli nigi 

untuk kargo adalah Rp. 20.000 per kg.'" 

Dalam pengangkutan kargo internasional, perhitungan ganti rug 

mengalami perubahan-pembahan mulai dari dolar dan menurut Montreal 1975 

dihinng dengan SDRs, tidak lagi berdasar pada h n c .  Tetapi protokol masih 

me~nberikan kemungkinan untuk menggunakan pengliitm~gan dengan 

menggunakm mata uang nasional bagi negara bilkan anggota IblF. 

Protokol Montreal 1975 Nomor 4 menganut prinsip tanggung jawab 

m d a k  dibarengi dengan jumlah gmti mgi iidak dapat dilampa~ii 

(zlnh reakahle). Kernungkinan besar ha1 tersebut akan dianut dalam. perundang- 

nndangan pengangkutan udara yaitu varjasi tanggumg jawab miltlak dengan 

batas ganti rugi yang tidak dapat dilarnpaui." Bag Indonesia sendiri jumlah 

ganti n~gi untuk pengangkutan kargo, menunit PP Nomor 40 Tahun 1995 

adalah dillitung per kilogran~ dengan batas jumlah ganti n~gi yang tidak dapat 

dilampaui yaitu Rp. 100.000 (seratus nbu nrpiah) per kilogram.M 

Sesuatu pennasalahan yang mungkin timbul dalarn pengangkutan 

kargo adalah agabila batas ganti rugi ymg ditentukan jailh di bawah nilai 

kargo kiriman. Misalnya, batas ganu rugi maksimal adalah Rp. 70 juta, 

sedangkan kargo seha~ga Rp. 200 juta. Dalam kasus demikian apabila tajadi 

kerugian maka ganti mgi maksimal yang akan diterima oleh pengirim adalah 

64 Llhat, alam Flnal Report, Op. Cit hlm. 153: Mieke Komar, Huklrrn Udara, Op. Clt, hlm. 
27 Note 34. Dalam ha1 ini diperhubungkm dari asuransi. harga tiket dlI. E. Saefullah, Miehe 
Komar (ed) Hukum Angk~kutan.., Op.Cir, hlrn. 6 I 

6' Undang-Undang Nomor 15 Pasal 43 ayal 3 menebpkan bahwa langgung jawab 
pengangkutan &an dibatasi pada jurnlah yang tldak dapat dilampau~. 

" Lihat P& 44 mat (3) PP 40 Tahun 1995 



Rp. 70 j~rta. Hal ini tidak akan memuaskan bagi pengirim. Upaya yang akan 

dilaktlkan ole11 pengrim mungkin dengan memecah kargo ke dalam bebempa 

swat kxgo udara, mssalnya menjadi tiga surat kargo ndara. I-Jal ins aka11 

memuaskan pengirim tetapi tldak memuaskan pengangkut yaitu pengirim ada 

kemilngkinan akan mendapat ganti nlgi 3 kali nilai batas maksimal dan tiga 

surat kargo udara, atau bahkan tetap diliih~ng sebagai surat kargo udara seperti 

apabila ketiga surat kargo udara yang bersangkutan saling mempengaruhi dan 

berarti tetap tidak memuaskan kepada pengirim. 

Untuk mengatasi masalah di atas, dalam perundang-~mdangan y ang 

akan datang aturan hatas ganti rugr yang trdak dapat dilampazlt harus tetap 

membuka kemu~ngkinan para pihak untuk mengadakan perjanjian menaikkan 

batas ganti rugi melalui pemyataan ld~usus, dan atau adanya kebebasan bagi 

pengirim untuk mengasuransikan kargonya. 

Masalah lain dalam batas ganti rugi ini adalah ukuran jumlah ganti n ~ g i  

yaitu apakah letap menggmakan ukuran n~piah alau menggunakan cara lain. 

Untuk ha1 itu, menunit hemat penulis Iian~s tetap menggunakan standar rupiah 

sebagai bllkti kepercayaan terhadap mata uang senditi. tetapi yang penting 

adalah j~unlah ganti nlgi yang hmls diterima oleh pengrim hams mampu 

mengikuti perkembangan nilai tukar riil. Dalm kaitan ini adalah sangat layak 

apabila ketentum dasar kenaikan untuk mengkuti perkembangan nila. nil 

tersebut diatur dalam undmg-tmdmg disertai dengan kenaikan berkala yang 

diatur dalam peraturan pernerintah. 



Perlimya ketenhran dasar diat~u dalam ~ndang-~ndang adalah untuk 

tnengantisipasi apabila peraturan pemerintali yang dimaksudkan untuk itu 

tidak dikelirarkan tepat waktu, sehingga apabila hal itu teqadi maka kenaikan 

otomatis sudah diatur dalam umdang-undang. Peraturan Pernerintah adalah 

~mtuk tetap mengikirti perkembangan nilai tikar y mg tidak selalu konstan 

yaitu selalu berkaitan dengan tingkat kemajuari ekonomi suatu negara. Di lain 

pihak, menim~t perhittmgm Bank Duinia Indonesia akan menjadi negara yang 

tingkat kemajuannya cukup tinggi, dan ini akan membawa kenaikan nilai tukar 

rupiah terhadap mata uang asingh7 Hal lain yang perlu dikerntkakan adalah 

mengenai kerugian mental, seperti telah diuraikan dalam uraian di atas, 

ternyata tidak dikenal dulm pengangkim kargo. 

Usulan seperti 3i atas mendapat pengaturan dalam PP 40 Tahun 1995 

tet api untuk kenaikan otomatis bellun diah~r. 1nt1k itu, dalam ~~ndang-nndang 

pengangkutan udara nasional yang akan datang perlu dipikirkan untuk 

dimasllkkan materi f entang cara kenaikan secara otomatis. 

C. Hal-Hal Yang Dapat Membebaskan Pengangkut Dari Tanggung Jawab 

Seperti telah di singgung dalam ziraian sebelumny a, bahwa Indonesia 

secara formal masih menggunakan Ordonansi No. 100 Tahum 1939 tentang 

Pengmgkutan Udara yang dijiwai oleh Konvensi Warsawa 1929. Dengm kata 

lain masih dijiwai oleh masa 63 tahtm6' yang lalu, karena Indonesia tidak 

67 Prediksi tahun 1990. Untuk sual in; Indonesia masih hams berjuang meningkatkan laju 
penumbuhan yang sempai t e r p u d  pada tingkat zero 

BX Dalarn beberapa ha1 ketentuan d a h  Ordonansi 100 Tahun 1939 telah ditinggalkan, 
misalnya jumlah g'mti rugi untuk pengguna 



pernah meratifikasi sati~p~ln protokol-protokol yang dimaksudkan untuk 

mengadakm. perubahan terhadap Konvensi Warsawa 1 9 2 9 . ~ ~  

Oleh karena itu, prinsip yang diantit dalam Ordonansi ini masih beltun 

ada perubahab, tennasuk hal -hal y ang dapat membebaskan. pengangkut. 

Adaptm prinsip yang diant~t oleh Ordonansi dalam pengangkutan kargo addah 

prinsip tanggung jawab atas dasar praduga (reh~~ttahle presumption of 

liability) yang dapat disimpulkan dari Pasal 25 dan 29. Pasal 25 menyatakan 

bahwa pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian yang te rjadi akibat dari 

kemusnahan, kehilangan atau kenlsakan kargo (dan bagasi). Ketentuan ini 

akan memberikan gambaran bahwa pengangkut bertanggung jawab mutlak. 

Oleh karena itu ketentuan ini harus dibaca bersamaan dengan Pasal 29 baik 

ayat (1) m a p  ayat (2)." Pasal 29 sendiri mengatur tentang unsur yang 

dapat membebaskan pengangkt11 dari twggtmg jawab, yaitu tindakan yang 

layak (reusonable mea.sures) tennasuk di dalamnya kesalahan navigasi. 

Dengan demikian terlihat bahwa prinsip tanggung jawab yang dianut 

Ordonansi adalah prinsip tanggung jawab atas dasar praduga. 

Meskipun ordonansi belilm pernah mengalami penlbahan, tetapi dalam 

praktik prinsip tangping jawab dalam pengangkutan pentunpang telah 

mengalami pen~bahan lnenjadi prinsip tanggung jawab mutlak yaihi melalui 

Swat Kepuitusan Menteri Perhubangm Nomor 256 Tahun 1979. 

"' Lihat Mieke Kornor Kantaatrnadja. Hrrhlm Il~lnro 'Ion Hllhirn An~knsn. Op ('if, hlrn. 
18 note 13 

7 " , ,  1 .  . n In1 sarna dengan lietentuan Pasal I X Konvensi yang harus dibaca bersamaan dengan 
Pawl22 Konvensi 



Selain ihi baru-ban1 ini Indonesia telah melakukan tindakan 11nt11k 

lebih eksis dalam pergaulan internasional, kliususnya di bidang penganglatan 

udara yaitt~ dengan melakukan perubahan/penggantianA terhadap Undang- 

Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 1992 Dalam Undang-~mdang Nomor 15 Tahun 1992 ini 

ditentuka~i bahwa tanggung jawab pengangkut baik dalam pengangkutan 

penlunpan g maupun pengangkutan kargo adalah muitlak, kec~~ali umtuk 

kelambatan masih tetap menganut prinsip tanggung jawab praduga 

(presumption of'liabihiy). 

Dilihat dari Pasal 43 Undang-undang ini, tanggung jawab pengangkut 

domestik menjadi mutlak tanpa ada alasan yang dapat mernbebaskan tanggung 

jawab pengangkut. Jadi, pengangkut bertanggung jawab mutlak, tanpa alasan 

pembebas, tetapi jumlah ganti nlginya dibztasi. Dengan melihat pada unmr- 

unsur : pengangkut bertanggung jawab langsung tanpa melihat kesalahan, 

tidak ada alasan pembebas maka prinsip tanggtmg jawabnya adalah prinsip 

tanggung jawab mutlak tak terbatas. Akan tetapi, karena peraturan PP No. 40 

Tahun 1995 menenh~kan batas ganti rugi maka dari segi ini termasuk prinsip 

tanggung jawab mutlak terbatas. 

Namtm, apabila melihat Pasal 74 ayat (1)  maka segala alasan 

pembebas dan pemberat yang ada dalam Ordonansi akan tetap berlaku selama 

tidak bertentangan dengan undang-undang ini karena pernbuat undmg-undang 

mengpmakan kata "titap berlakzl" dalam pasal tersebut. Secara akademis, hal 

ini akan menimbulkan persoalan dalam menerapkan prinsip tanggung jawab 



pengangkt11 udara, kh~isuisny a 1 erhadap kargo. Dengan mengaal pada 

Ordonansi 1 00 Tahun 1 939 yang manberikan kernlingkinan alasan pembebas 

yang millti tafsir maka prinsip tanggung jawab pengangkut yang dianut da lm 

hukurn pengangkutan udara Indonesia adalah prinsip tanggung jawab mutlak 

terbatas (srrrcr liabiliry). 

Ordonansi, seperti telah disebutkan di atas, dijiwai ole11 Konvensi 

Warsawa 1929 yang memberikan kem~mgkinan bagi pengangkmt bahwa 

penyebab kerugian bukan ada pada pengangkut, termasuk kesalahan 

penganudian, navigasi dan pesawat. Jadi, walaupun prinsip yang dianut 

adalah mutlak, tetapi bagi pengangkut masih ada kemungkinan unh~k 

membebaskan diri dengan menggunakan haI-ha1 yang termuat dalam Pasal25 

ayat (2)  d m  (31, maka akan kembali kepada prinsip semula yaitu prinsip atas 

dasar praduga. Lain halnya apabila dalam Pasal 74 tersebut dinyatakan bahwa 

ordonansi "lidak herlaku; keczral~ &lam hul-ha1 yang heljim dutttr". Oleh 

karena itu, sebeIum dibuat ~indang-mdang baru tentang pengangkutan udara 

ada kemun@m terjadi dualisme dalarn penerapan prinsip tanggung jawab 

khususnya terhadap k ~ i r ~ o . ~ '  Namm demikian apabila dilihat dari kehendak 

tmh~k maju, ha1 tersebut sudall men~pakan suahl Ioncatan dalam bidang 

hukum udara domestik karma telah berani mengambil s~iatu prinsip yang 

lebih menjamn dan memberi kepastian kepada pengguna jasa pengangkutan 

udara khususnya kargo. Dengan dem~kian kondi si tersebut tinggal dilengkapi 

-- 
" Untuk penurnpang, meskipun tidak melalui UU? sudah diterapkan prinsip tanggung 

jawab rnutlak. 



dengan suatu permuan penmdangw yang lebih memberi kepaslian h~~bzrn  

tentang pnr~sip tanggung jawab yang dianut. 

Bagi Indonesia keadaan sebagaimana telah diuraikan di atas dm 

dengan berdasar pada Ordonansi 100 Tahtm 1939 hampir sama dengan 

pengatwan dalam Konvensi Warsawa 1 929 karena sesungguhny a Ordonansi 

~nen~pakan jiplakan dari Konvens~ Warsawa dan hanya mengalami sedikit 

modifikasi z~ntuk penyesuaian dengan Hindia Belanda (Indonesia) saat itu. 

Menurut Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 1992 tentang Penerbangan 

tidak diatur tenlang alasan y ang dapat membebaskan pengangkut dari 

tanggung jawab terhadap barang kiriman (kargo). Hal ini dapat dipahami 

karena menun~t ketentuan Pasal 43 ayat (1) pengangkut bertanggung jawab 

terhadap musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut. Namun dalarn 

Ordonansi Pengangkutan Udara 1939 (OPU) diahzr tentang hal-ha1 yang dapat 

~nembebaskan pengaku t dari tanggung jawab terhadap barang kiriman (kargo). 

Hal ini disebabkan karena aturan-atman yang ada dalam Ordonansi 

Pengangkutan Udara (OPU) didasarkan pada Konvensi Warsawa 1929. 

Ada beberapa alasan yang dapat membebaskan tanggung jawab 

pengangkut baik yang secara tegas dinyatakan dalam Konvensi Warsawa . 

maupun sebagai hasil penafsiran. 

Perfama, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1 ) konvensi warsawa 

pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apabila pengangkut telah 

mengambil semua tindakan yang per-lu. Seperti telah disebutkan, bahwa 

kebanyakan pengadilan di negara-negara lain rnengartikan bahwa "tindakan 



yang perlu" djartikan sebagai "tindakan yang layak artinya segda tindakan 

yang layak dilakukan untuk menixgall kejadian yang menimbulkan kerugian 

sudah dilakukan oleh pengangkut, agen atau orang yang bekerja padanya.72 

Hal ini sesuai dengan sejarah pembentukan Konvensi. 

Keduu, d d u n  ha1 tidak m~mgkin pengangkut mengambil tindakan 

yang perlu. Di sini tindakan itu menun~t ukuran yang wajar perlu diambil, 

tetapi bagi pengangkut tidak mumgkin mengambil tindakan tersebut. Apakah 

arti tidak munglun ini dikategorikan adanya suatu hdangan atau karena di Iuar 

perhitungan. Apabila terhalang artinya akan sama dengan keadaan memaksa; 

tetapi apabila diartikan di luar perhih~ngan berarti banyak kejadian dapat 

membebaskan pengangkut. 

Ket~ga, kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pada pengemudian 

dan navigasi. Ket etlnlan ini secara Iangsung mengesampingkan ketennian 

Konvensi dalarn hubungaii huhlm yang diatuir Konvensi. Oleh karena itu, 

sangat tepat apabila ketentum ini secara dengan sendirinya dinyatakan tidak 

berlaku. 

Keempat, adanya kesalahan dari yang menderita kerugan atau 

kesalalian itu telah membanh~ tejadinya kenigian, dan dikenal dengan 

contributory r ~ e ~ h ~ e n c e . ~ ~  Hal in1 wajar karena seseorang yang telah 

menyebabkan kerugian hams bertangung jawab. Dengan demikian, tangung 

'' Lihat E. SaeTdlah. Op. (?I/ .  hlm. 1 95- 1 96: E. Suhennan. 7;7nggyzcn,y .lnn*obnh, Op. (2, hlm 
176 

13 E. Swfulltth, op.cir, hlm. 200 



jawab yang seharusnya di pundak pengangkut beralih kepada pihak yang 

~nenyebabkan ken~gian tersebut. 

Kelima, karma habis jimgka waktu i~nti~k mmilntut. Sesungguhnya 

tidak secara eksplisit merupakan faktor yang membebaskan, tetap~ apabila 

yang dinigikan tidak melakukan tunhitan dalam jangka waktu yang ditenh~kan 

aka11 hilang llak menunh~tnya. Pasal 36 menetapkan waktu menunh~t adalah 

dua tahlm. 

Keenam, penenma atau yang berhak menerima barang tanpa protes.74 

Rotes ini hams diajilkan dalam jangka wakhi 7 hari sejak kargo diterima. 

Tangging jawab pengangkilt dapat melebihi batas yang ditenhrkan 

Ordonansi apabila ada pernyataan khusus tentang nilai kargo. Ordonansi 

hanya menjelaskan bahwa pernyataan khusus itu dilakukan pada waktu 

penyerahan kargo kepada pengangkut, dan adanya biaya tambahan untuk i h ~ .  

Menun~t penulis, lebih baik apabila ketenh~an ini ditafsirkan sarna dengan 

penafsiran konvensi bahwa pernyataan itu memang dimaksudkan x~nRik 

adanya tanggung jawab pengangkut sarnpai jumlah nilai yang dinyatakan itu. 

artinya harus disadari bahwa pernyataan itu menlpakan kontrak yang mengikat 

kedua pihak.75 

Ada dua ha1 yang dapat memberatkan pengangktd menurut Ordonansi 

yaitu apa yang ditentukan dalam Pasal 11 dm Pasal 34 Konvensi. Pasal 11 

yaitu karena pengangkutan tanpa surat kargo udara atau surat kargo udara 

74 Pad 35 Ordonansi 
75 Misalnya kasus Wesmesrer Bank Lrd v imperial Airway Lrd. seperti telah disinggung 

dalam Bab 111 



tidak memenuhi elemen-elemen yang diharuskan. 

Fui~gsi surat kargo udara dalam pengangkutan kargo intemasional, 

salah satunya adalah untuk menentukan bahwa pengangk~rtan yang 

bersangkutan termasuk dalarn pengangkutan intemasional menurut Konvensi 

Warsawa. 

Apakal~ ha1 iui juga dapat diterapkan dalam pengangkutan domestik 

Indonesia, karena sudah pasti bahwa pengangkutan itu domestik dan tunduk 

pada hukum nasional yatu Ordonansi. Oleh karena itu agak membingungkan 

apabila pengangkutan kargo udara nasional hams secara mutlak disertai 

dengari surat kargo udara sepanjang untuk menentukan batas tang~png jawab 

pengangkut. Dengan kdta lain, pembtlktian kont~~ak pengangkutan udara 

domestik dapat dibuktikan dengan s~uat  lain selain SKU. Dengan demikian 

atwan dalam Ordonansi tersebut dapat dibaca dengan pengangkut akan 

kehilangan kesempatan untuk menikmati pembatasan atau pembebasan 

tanggmg jawab apabila tanpa bukti terhdis. 

Sehingga sangat munglun dengan alat bukti lain, asal ada tanda tangan 

kedua belah pihak. Mengenai penggantian SKU dengan faksimili atan hasil 

cetak (print out) k ~ r n ~ u t e r ~ ~  misalnya, hukum acara perdata Indonesia belum 

mengakui sebagaj bukti dan &an sangat tergantlmg kepada hakim 

menyikapinya kec~al i~erahuan sudah menentukan lain. 

'"1at bukli dalam HlR ada lima macam yaitu surat. sakii, penpkuan, sangka dan 
sumpah 9.1 G4 HIR) yang ada hubungan dengan surat liargo udma, yaitu buliti surat jenis ah<e 



Pasal 34 Ordonansi atau Pasal 25 Konvensi men~pakan Pasal yang 

banyak menimbulkan pendapat, baik doktrin maupun yurispnldensi yaih~ 

disekitar arti dan do1 yang diekuivdensikan dengan willful misconduci. 

Namun, seperti telah diuuaikan, ada juga istilah lain yang disejajarkan dengan 

do1 yaitu.fuuie luurde, sehingga di negara-negara yang mengenai ,fauie laurde 

da~i  do/ berlaku keduanya-duanya, sedangkan di negara yang tidak mengenal 

fauie laurde hanya berlaku (k11 .~~  

Fazi te laurde diterj emahkan dengan grove sciJuld atau kesalahan berat 

atau gross negligence yang digunakan dalam Ordonansi dimaks~idkan unn1.k 

menghindarkan kesulitan dalam Pasal25 Konvensi, khususnya tentang do/. 7" 

Sernentara itu, rumusan Pasal 25 Konvensi ini telah diubah oleh 

Protokol The Hague 1955 yang menggunakan istilah gross negligence yang 

dipersyaratkan hams ada kesadaran akan akibat dari tindakannya  it^.^' 

Pasal 34 ordonansi ini rnewajibkan kepada penggugat untuk 

membuktikan akan tindakan pengangkut. Sehingga dengan demikian dalam 

Pasal 34 Ordonansi ini dianut prinsip atas dasar kesalahan (based on.fazilt). 

Hal lain yang dapat memberatkan tanggung jawab pengmgkut yaitu 

apabila kenlgian timbul karena tidak dilaksanakannya instn~ksi pengirim tanpa 

alasan penolakan yang sah. 

E. Saefullah. Op. Cir, hlm. 190 
" lb id ,  hlm. 190. Lhat juga, E. Suhennan. Op.C:ir. hlm. 188-189 
'' Pasal XI11 Protokol 



$XBIV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dm pembahasan yang telah penulis 

uraikan pada bab-bab terdahulu, bel-ihxt disaiikan kesimpulan yang merupakan 

jawaban terhadap pernasalahan dalam penelitian ini sebagai benktit : 

1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

1992 tentang Penerbangan ditentukan bahwa prinsip tanggung jawab yang 

dlanut adalah prhsip tanggung jawab mutlak terhadap keselamatan barang 

(kargo) yang diangkutnya. Akan tetapi prinsip tanggung jawab mutlak 

tersebut diatur lebih lanjut ddalam P e r a t ~ m  Pemerintah Nomor 40 Tahun 

1995 tentang Angkutan Udara yang dalam Pasal 44 diatur tentang 

pernbatasan terhadap jumlah maksirnum ganti rugi yang hams dibayarkan . 

oleh pengangkut. Namun demikian berdasarkan pasal 29 Ordonansi 

Pengangkutan Udara, pengangkut dimrmgkinkan rlntuk membebaskan diri 

dan tanggung jawabnya. Jadi dengan demikian tangsing jawab 

penganglrut terhadap keselamatan barang (kargo) berdasarkan Undmg- 

Undang Nomor 15 Tahum 1992 adalah tanggtmg jawab mutlak dengan 

pembatasan mengenai jumlah gant~ ruginya dan pengangkut dapat bebas 

dari tanggung jawabnya apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian 

tersebut bukan karena kesalahannya. 



2. Penents~an besamya ganti n ~ g i  yang haws dibayarkqn oleh pengangkit 

terhdqp kerugjan yqng dialami oleh pengirim atau peqegma barang 

(kar~o) didasqrkan pa#a Pasal 43 ayat (3) Peraman Pemerintah Nomor 40 

T411.n 1995 yang menentukan bahwa jumlah ganti rug untuk kenigian 

kargo, termasuk kerugian karena kelarnbatan karena kesalahan pengangktit 

dibatasi setinggi-t~ngginya Rp. 100.000,00 (seratus ribu nlpiah) uqtuk 

setiap ki1ogm.m. pembayaran ganti nlg1 tpsebut diberikan terhadap 

kentgian kargo yang memang secara nyata dialami. 

3. Pasal 29 Ordonansi Pengangkutm Udara (OPU) memberikan 

kemungkman kepada pengangkut umhk memberdayakan diri dari 

tanggung jawabnya terhadap kerugian yang diderita oleh pengirim atau 

penerima barang (kargo). Adapun hal-ha1 yang dapat membebaskan 

tanggung jawab pengangkul lersebut adalah apabila pengangkut dapat 

membuktikan bahwa kenigian tersebut bukan kesalahan dari pihak 

pengdngkut atau kerugian tersebut adalah akibat dari suatu kesalahan pada 

pengemudian, pada pimpinan penerbangan dari pesawat terbang atau pada 

navigasi dan bahwa dalam semua ha1 lain, pengangkut dan semua orang 

yang dipekerjakannya telah mengambiI semua tindakan-tindakan yang 

perlu rmtuk menghindarkan terjadinya kentgian. 

6. Saran 

I . Guna memberikan perlindun gan liukutn kepada pengirim atau penerima 

barang (kmgo) dan dalam rangka kepastian hukum, hendaknya prinsip 



tanggung jawab pengangkut terhadap keselamatan barang (kargo) adalah 

tanggslng jawab mutlak dengan pembatasan jumlah rnaksimum besanlya 

ganti rugi, sedangkan hal-ha1 yang dapat membebaskan pengangkut 

hendakny a ditiadakan. 

2. Untuk mengatasi masalah jumlah ganti nlgi yang dirasa masih kecil 

apabila dibandingkan dengan nilai sesungbwhnya dati barang kiriman 

(kargo), maka dapat dibuat suatu perjanjian khusus untuk menentukan 

batas maksimal ganti rugi yang dapat diberikan oleh pengangkut kepada 

pengirim atau penerima barang (kargo) 

3. Dalam rangka memberikan jaminan terhadap keamanan dan keselamatan 

barang (kargo) hendaknya ditetapkan suatu peraturan perundang-undangan 

yang mewajibkan adanya peralihan risiko terhadap barang (kargo) melalui 

perjanjian asuransi, sehingga barang tersebut benar-benar telah terjarnin 

dan terlind~mgi dari risiko yang dapat mengakibatkan kerugian. 
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